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KATA PENGANTAR 


Ketika pertama kali didirikan tahun 1967 di Bangkok, ASEAN bertujuan 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan 
kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan stabilitas di 
tingkat regionalnya, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di 
antara anggotanya dengan damai. 


Saat ini seiring dengan bertambahnya anggota ASEAN dan dinamika internal masing- 
masing negara anggota yang terkoneksi dengan perkembangan pembangunan global, 
tujuan tersebut diatas dirasa tidak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan anggota 
ASEAN, salah satu yang mengemuka adalah Isu Hak Asazi Manusia (HAM). 


Seperti diketahui bersama, hampir di setiap negara ASEAN memiliki persoalan dengan 
Hak Asazi Manusia , banyak pelanggaran HAM baik berat maupun ringan masih menjadi 
PR yang belum terselesaikan. Kasus tersebut diperparah dengan rendahnya komitmen 
negara anggota terhadap isu hak asasi terutama penghormatan, perlindungan dan 
pemenuhan hak — hak sipil, politik, ekonomi, social budaya dan gender. 


Harus diakui komitmen negara anggota terhadap Hak Asasi Manusia berbeda satu 
sama lain, tergantung kepada bentuk pemerintahan, tingkat demokrasi yang dicapai 
dan yang terpenting adalah partisipasi masyarakat sipil dalam upaya pemecahan 
masalah-masalah Hak Asasi Manusia. Pada ruang inilah, Komisi HAM antar pemerintah 
di ASEAN menjadi penting dan dianggap mampu meletakkan dasar atau pijakan yang 
kokoh untuk menyelesaikan isu-isu hak asasi manusia di ASEAN. 


Diluncurkan pada tahun 2009, Komisi HAM Antar Pemerintah di ASEAN (ASEAN 
Intergovernmental Commission on Human Rights, AICHR) memiliki 14 mandat pokok, 
antara lain mendorong penerapan instrument ASEAN terkait dengan HAM dan 
mendorong negara-negara anggota untuk meratifikasi instrument internasional di 
bidang HAM, berkonsultasi dengan institusi nasional, internasional terkait pemajuan 
dan perlindungan HAM serta mendapatkan informasi dari negara anggota mengenai 
perlindungan dan pemajuan HAM di masing-masing negara Anggota. 


Meski begitu, kehadiran AICHR tidak lepas dari kritik dari banyak kalangan. AICHR 
dianggap bekerja dengan mandate terbatas, tertutup dan selektif terhadap organisasi 
masyarakat sipil yang hendak berdialog serta tidak memiliki mekanisme pelaporan dan 
investigasi kasus pelanggaran HAM. 


Buku yang sedang anda baca ini adalah Laporan penelitian yang dilakukan oleh 
International NGO Forum On Indonesia Development (INFID) mengenai penguatan 
perlindungan HAM di ASEAN khususnya mengenai AICHR. Penelitian ditujukan untuk 
mengetahui criteria pemajuan HAM ASEAN, Mengidentifikasi kendala dan peluang 
di dalam AICHR yang menghambat kerja-kerjanya, membandingkan AICHR dengan 
mekanisme HAM regional lainnya serta merumuskan rekomendasi untuk pemajuan HAM 
ASEAN khususnya untuk penguatan lembaga AICHR. 


Buku ini merupakan bagian dari upaya advokasi yang dilakukan INFID dengan 
harapan menjadi usulan sistematis bagi pemajuan komitmen terhadap pemajuan dan 
perlindungan HAM di ASEAN dan khususnya bagi Indonesia bisa memiliki peran yang 
lebih besar untuk komitmen penegakan HAM negara-negara anggota ASEAN lainnya. 


INFID mengucapkan terima kasih kepada tim peneliti yaitu Hilman Handoni, Wahyudi 
Djafar dan Ardimanto Putra yang telah bekerja keras mewujudkan laporan ini. Berterima 
kasih juga kepada ICCO yang sudah memberikan dukungan pendanaan sehingga 
program ini bisa berjalan dengan baik. 


Semoga buku ini bermanfaat 


Salam 


Beka Ulung Hapsara 
Program Manager 
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Lepas dari struktur politik yang berpengaruh kuat pada penegakan hak 
asasi manusia di Asia Tengara, dalam dekade terakhir patut dicatatkan 
kemajuan pentingdalam upaya pemajuan HAM di kawasan ini. Kemajuan 
penting ini ditandai dengan ditandatanganinya Term Of Reference (ToR), 
sertadiluncurkannya Komisi HAM antar-pemerintah di Asia Tenggara (ASEAN 
Intergovernmental Commission on Human Rights, AICHR). Peluncuran 
Komisi ini menandai kesepakatan baru antar-negara anggota ASEAN dalam 
penghormatannya terhadap hak asasi manusia. Ditengah minimnya komitmen 
negara-negara kawasan terhadap hak asasi, khususnya pemenuhan hak sipil 
dan politik, serta terus mengemukanya kasus pelanggaran HAM di beberapa 
negara anggotanya, capaian ini menjadi sangat berarti dan cukup signifikan 
bagi masa depan kerjasama kawasan. 


Peluncuran Komisi HAM antar-pemerintah dilakukan pada sela-sela 
Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Thailand pada 2009. Komisi yang 
beranggotakan seluruh negara anggota ASEAN ini, memiliki 14 mandat 
pokok, yang di antaranya adalah: (i) mengembangkan strategi promosi 
dan proteksi kebebasan dan HAM warga ASEAN, (ii) mengembangkan 
konsep Deklarasi HAM ASEAN dan kerja sama regional di bidang HAM, 
(iii) mendorong penerapan instrument ASEAN yang terkait dengan HAM 
dan mendorong negara-negara anggota untuk meratifikasi instrument 
internasional di bidang HAM, dan (iv) berdialog dengan badan-badan 
ASEAN, masyarakat sipil, dan para pemangku kepentingan, berkonsultasi 
dengan institusi nasional, internasional terkait pemajuan dan perlindungan 
HAM, termasuk juga mendapatkan informasi dari negara anggota mengenai 
perlindungan dan pemajuan HAM di.negaranya masing-masing. 


Sejumlah kalangan menilai pembentukan Komisi ini sebagai langkah 
maju ASEAN. Pasalnya, isu HAM di negara anggota ASEAN kurang populer 
ketimbang di wilayah regional lainnya, mengingat latar belakang-politik dari 
pemerintahan yang berkuasa di kawasan ini. Selama lebih dari 46 tahun 
sejak berdirinya pada tahun 1967, pembangunan HAM di kawasan Asia 
Tenggara lebih ditekankan pada sisi promosi saja, tidak membicarakan 
aspek perlindungannya. Terlebih lagi, kawasan Asia Tenggara belum 
memiliki badan HAM regional, yang memiliki mandat khusus penyelesaian 
kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Tertinggal dari kawasan 
lainnya seperti Eropa, Amerika, bahkan Afrika yang telah memiliki Badan 
HAM regional sendiri. 


Meski begitu, Komisi juga tak lepas dari kritik tajam sejumlah kalangan, baik dari 
sisi legalitas dan mandat, juga kinerjanya—yang hampir mencapai lima tahun. Lepas 
dari mandatnya yang terbatas, AICHR juga dinilai masih bekerja dengan tertutup dan 
selektif terhadap organisasi masyarakat sipil yang hendak berdialog. Dalam proses 
perumusan Deklarasi HAM ASEAN (ASEAN Human Rights Declaration, AHRD) misalnya, 
masyarakat sipil baru diajak berkonsultasi pada proses akhir menjelang perumusan 
AHRD—yang dideklarasikan pada 2012. Proses perumusan AHRD yang tertutup ini, 
pada akhirnya menghasilkan deklarasi HAM yang dianggap tidak selaras dengan 
standar HAM internasional. Berdasarkan deklarasi ini, penikmatan HAM dapat dikurangi 
demi kewajiban yang ditetapkan komunitas dan masyarakat kepada individu. Deklarasi 
juga dinilai bertentangan dengan prinsip universalitas HAM, dengan membatasi 
penerapannya berdasarkan konteks regional dan nasional dan memperbolehkan 
pembatasan hak yang sangat luas untuk tujuan-tujuan lain (keamanan nasional, 
ketertiban umum, moralitas publik dll). Akibatnya, hasil akhir deklarasi ini banyak menuai 
kritikan tajam, khususnya dari kelompok masyarakat sipil di kawasan ASEAN. 


AICHR juga dinilai lemah, karena tidak adanya mekanisme penerimaan laporan 
dan investigasi kasus pelanggaran HAM. Ini bisa dilihat dari respons AICHR yang tak 
terdengar dalam kasus penghilangan paksa aktivis asal Laos, Sombath Somphone. 
AICHR juga kurang merespon peristiwa pembunuhan etnis Rohingya di Myanmar. ToR 
sebagai landasan kerja AICHR juga dinilai mengandung sejumlah kelemahan. Sebagai 
bagian dari ASEAN, AICHR terikat untuk menghormati prinsip-prinsip ASEAN, yakni 
penghormatan terhadap prinsip kedaulatan dan non-intervensi. Prinsip ini, langsung 
atau tidak langsung, telah menyulitkan perlindungan HAM yang sifatnya universal. 


Padahal setumpuk harapan sudah disematkan kepada AICHR. AICHR diharapkan 
menjadi mekanisme HAM regional yang bisa menjadi solusi bagi problem HAM yang 
membutuhkan langkah multilateral dalam penyelesaiannya—karena tidak semua negara 
ASEAN mempunyai Komisi Nasional HAM. Misalkan pada penyelesaian sengketa 
lahan masyarakat melawan perkebunan-perkebunan sawit di Indonesia, yang pemilik 
atau modalnya berasal dari Malaysia. Demikian pula dengan masalah Rohingya yang 
bila melihat pada skala dampaknya juga harus mendapatkan dukungan regional 
dalam penyelesaiannya. Juga masalah pembangunan dam di Sungai Mekong yang 
dampaknya akan berpengaruh pada warga di sepanjang aliran sungai tersebut, seperti 
Kamboja dan Vietnam. Sebaliknya, AICHR justru tidak diharapkan menjadi “jalan keluar 
yang mudah” bagi negara-negara pelanggar HAM, dengan asumsi negara-negara ini— 
pelanggar HAM tidak perlu mengikuti mekanisme HAM internasional yang lebih ketat, 
karena telah memilih mekanisme HAM regional. 
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Dalam menghadapi sebuah pelanggaran HAM, ASEAN punya beberapa pilihan 
penyelesaian. Apakah menghadapinya dengan “keterlibatan konstruktif” sesuai prinsip 
non-intervensi, melengkapi AICHR dengan mekanisme pengadilan HAM yang sulit untuk 
disepakati dan tidak praktis: atau yang terakhir dengan cara menerapkan mekanisme 
di luar HAM, seperti sanksi politik dan ekonomi dengan basis pelanggaran terhadap 
Piagam ASEAN yang telah diratifikasi dan mengikat secara hukum seluruh anggotanya.' 
Pilihan-pilihan ini tentu saja bisa dieksplorasi untuk ditinjau sejauh mana efektivitas dan 
kesesuaiannya dengan prinsip HAM yang universal. 


Kembali pada semangat awal, lepas dari seluruh kritik dan kelemahannya, kehadiran 
AICHR telah menandai bahwa ASEAN mulai menaruh perhatian pada permasalahan 
HAM, khususnya di kawasan. Kehadirannya menandai adanya kenyamanan dalam 
level tertentu di antara negara-negara ASEAN untuk membicarakan dan mendiskusikan 
perkara yang sejak lama mereka hindari untuk dibahas dan diperdebatkan. ASEAN 
sepertinya juga mencapai konsensus bahwa masalah HAM adalah masalah trans- 
nasional yang harus dipecahkan bersama-sama dalam sebuah wadah yang akan 
berevolusi bersamaan dengan aktor-aktor yang menciptakannya.? 


Dalam rangka memperbarui mandatnya, penting juga bagi AICHR untuk 
mendengarkan suara-suara dari luar—selain dominasi pemerintah negara-negara 
ASEAN. Hal tersebut bisa dilakukan dengan dialog dengan masyarakat sipil, juga 
menjalin kerja sama dengan Asia Pasific Forum (APF) yang menjadi wadah bagi institusi 
HAM nasional (NHRI) se-Asia Pasific. APF memberikan dukungan terus-menerus kepada 
NHRI anggotanya dan menjadi organisasi penting di Asia Pasific yang mendorong 
promosi dan perlindungan HAM.3 Dalam konteks ini penting juga untuk mencari model 
kerja sama internasional yang bisa dilakukan dalam rangka memperkuat kewenangan 
dan kelembagaan AICHR. 


AICHR adalah aset yang dibangun dengan niat baik dan kerja keras. Oleh karena 
itu, bertepatan dengan periodenya yang sudah menginjak tahun ke lima, penting kiranya 
diadakan peninjauan, refleksi dan perbaikan-perbaikan. Berdasarkan kalender kerjanya, 
pada April 2014 ini, AICHR dijadwalkan akan meninjau ulang ToR yang menjadi landasan 
kerjanya. Pada peninjauan inilah AICHR berpeluang untuk memperbarui mandatnya. 
Melalui kegiatan ini pula dapat menjadi kesempatan bagi semua para pemangku 
kepentingan untuk memperbaiki dan memperkuat mandat dan kelembagaan AICHR. Ini 
juga menjadi peluang masyarakat sipil untuk memberikan masukan mengenai peluang 
penguatan AICHR yang telah muncul namun masih terserak. Merujuk pada kebutuhan 
tersebut, kajian ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menghimpun secara sistematis, 
suara dan usulan, khususnya dari masyarakat sipil Indonesia, dalam rangka memberikan 
masukan yang solid bagi penguatan ToR AICHR. 


Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
usulan sistematis bagi langkah-langkah: (i) AICHR atau ASEAN untuk memperbaiki 
komitmennya terhadap pemajuan dan perlindungan HAM di ASEAN, (ii) masyarakat 
sipil, dan (iii) pemerintah, khususnya Indonesia, untuk memainkan peranan lebih besar 
dalam memajukan komitmen penegakan HAM negara-negara anggota ASEAN lainnya. 


B. Tujuan penelitian 


1. Mengumpulkan kriteria-kriteria bersama mengenai pemajuan HAM di ASEAN 
sebagai perangkat untuk mengukur tantantangan dan kemajuan Perlindungan 
HAM di ASEAN, 

2. Mengidentifikasi kendala dan peluang di dalam AICHR yang menghambat kerja 
perlindungan HAM: 

3. Membandingkan AICHR dengan mekanisme HAM regional lainnya (Eropa, 
Amerika, serta Afrika) sebagai referensi bagaimana seharusnya sebuah Komisi 
HAM regional bekerja, 

4. Merumuskan rekomendasi para pemangku kepentingan untuk penguatan 
pemajuan HAM di ASEAN, khususnya untuk penguatan wewenang (mandat) 
dan kelembagaan AICHR. 


C. Pertanyaan Kunci 


1. Apakah harapan terbesar dari CSO terhadap mekanisme HAM regional sebagai 
sebuah langkah perlindungan HAM di ASEAN? 

Sejauh mana kontribusi AICHR selama lima tahun ini bagi perlindungan HAM? 
Apa saja kendala wewenang dan kelembagaan AICHR? 

Faktor-faktor apa saja yang determinan dalam kelembagaan dan kinerja AICHR? 
Apa saja syarat-syarat teknis dan non-teknis agar AICHR dapat berjalan lebih 
efektif dan lebih berdaya? 

6. Bagaimana perbandiangan AICHR dengan mekanisme HAM regional yang lain? 


APN 


D. Metode penelitian 


Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu: pendekatan peraturan 
(statute approach), pendekatan sejarah (hostoricalapproach), pendekatan perbandingan 
(comparative approach). Statute approach digunakan untuk menelaah instrumen baik 
internasional maupun regional, termasuk juga AHRD dan ToR AICHR. Pendekatan 
sejarah (hostorical approach) digunakan untuk melihat jejak berdirinya ASEAN dan 
Badan HAM ASEAN itu sendiri. Pendekatan historis menjadi penting untuk mengkaji 
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perihal proses terbentuknya ToR AICHR, sekaligus mekanisme penyusunannya. 
Sementara pendekatan perbandingan (comparative approach) menekankan pada 
perbandingan berdirinya AICHR dengan badan HAM lain yang ada di tingkat regional. 


Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran dokumen yang terkait, 
termasuk hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, perihal kinerja 
dan efektifitas AICHR, maupun telaah terhadap AHRD. Beragam literatur ilmiah yang 
berkorelasi dengan topik ini juga menjadi material penting dalam penelitian. Selain 
itu, untuk mendapatkan data dari beragam informan, yang mencerminkan partisipasi 
multi pihak, penelitian ini dilengkapi pula dengan wawancara mendalam (indepth 
interview), dengan sejumlah informan terpilih, yang mewakili masing-masing pemangku 
kepentingan. Selanjutnya, demi adanya proses klarifikasi dan konfirmasi, dalam 
pelaksaan penelitian ini akan dilakukan pula diskusi kelompok terfokus. Metode ini 
berusaha mengandaikan seorang individu dengan leluasa akan bercerita dan bertukar 
pikiran dalam suatu kelompok tertentu, melalui sebuah ruang komunikasi yang tidak 
terlalu luas, sehingga ada proses klarifikasi kebenaran atas data yang disampaikan. 


Setelah keseluruhan data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis terhadap data- 
data tersebut. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yang 
akan menghasilkan data deskriptif. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan 
penelitian ini akan mendapatkan pemahaman yang holistik (menyeluruh) tentang materi- 
materi terkait ToR AICHR terutama, bersifat dinamis (selalu berkembang), menampilkan 
kedalaman substansi (terperinci/detail), serta menggambarkan suatu fenomena yang 
sirkuler atau tidak linear. 


Dengan menggunakan metode ini, data-data yang diperoleh akan disistematisasi, 
kemudian ditafsirkan dan selanjutnya dianalisis, dengan memerhatikan bangunan 
logika yang jelas dan tidak menghasilkan penafsiran yang kontradiktif. Selanjutnya 
akan ditarik suatu kesimpulan, sebagai akhir dari analisis. Kesimpulan akan diambil 
dengan menggunakan metode deduksi, yaitu dari rumusan ToR AICHR itu sendiri, 
dengan bermacam masukan, kritik dan saran, yang akhirnya menghasilkan beberapa 
kesimpulan bersifat khusus. 
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A. Dinamika ASEAN dan komitmennya pada HAM 


Menjelang empat dekade ASEAN, keberadaannya telah memperlihatkan 
pertambahan bertahap kapasitas organisasionalnya. Dalam konteks kerjasama 
kawasan, dari yang semula sebatas kerjasama fungsional, kemudian 
berkembang sampai menjadi kerjasama dalam penciptaan kebijakan umum 
terhadap dunia luar Asia Tenggara. Sementara dalam kelembagaannya, 
dari yang semula berangkat dari sebuah komitmen politik untuk kerjasama 
ekonomi dan budaya, dalam perkembangannya meningkat pada kerjasama 
lingkungan, kesehatan, jaminan sosial dan bantuan bencana. Dari awal Perang 
Indocina ketiga, proses mengembangkan sikap umum untuk hubungan 
dengan negara-negara pihak ketiga juga telah berkembang di kawasan ini. 
Dalam pengembangan kerjasamanya, negara-negara anggota ASEAN selalu 
menekankan pada klausula bahwa: “While emphasising JitsJ efforts to further 
strengthen intra-ASEAN cooperation, (ASEAN reaffirms| its resolve to utilise the 
appropriate existing mechanism and not establish new institutions” 4 


Linimasa perkembangan kelembagaan ASEAN mengalami kemajuan 
yang signifikan setidaknya dapat ditelusur semenjak pertemuan pemimpin 
ASEAN, dalamASEAN Summit di Singapura, tahun 1992. Pertemuan ini telah 
menghasilkan “Deklarasi Singapura', yang antara lain menyepakati bahwa 
negara-negara ASEAN akan menjadikan ASEAN sebagai pusat arsitektur 
strategis kawasan. Langkah ini diambil salah satunya agar supaya organisasi 
ASEAN berjalan secara lebih efektif. Dalam pertemuan ini juga disepakati, 
tentang pentingnya melembagakan pertemuan puncak resmi setiap tiga tahun. 
Inisiatif penting berikutnya, yang mengarahkan pada penguatan kelembagaan 
ASEAN, adalah kelahiran Deklarasi Concord II, yang berusaha menyoroti 
beberapa ketegangan di kawasan, upaya mempertahankan koherensi dan 
kesatuan, serta langkah memperluas jangkauan tujuan kebijakan, dan juga 
perluasan keanggotaan. Dalam deklarasi ini pula disampaikan keinginan dari 
ASEAN, untuk menciptakan suatu "Komunitas ASEAN”, yang disandarkan pada 
tiga pilar, yaitu: ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN Security Comunity 
(ASC), dan ASEAN Social-Culture Community (ASCC).? 


Dalam upaya menindaklanjuti komitmen tersebut, selanjutnya ASEAN 
mendirikan Program Aksi Vientiane (VAP) pada 2004, sebagai hasil KTT Laos. 
Program aksi ini sesungguhnya merupakan sebuah inisiatif yang mewakili fase 
perjalanan ASEAN, dalam kerangka.rekonstruksi menyusul Krisis keuangan yang 
menimpa Asia. Menurut Alan Collins situasi ini sebenarnya menggambarkan 
tentang “rasa kebersamaan” yang mengalir diantara negara-negara ASEAN, 
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yang ditujukan dengan upaya inovasi kelembagaan.$ Dalam KTT ASEAN ke 11, yang 
diadakan di Kuala Lumpur, pada 2005, untuk pertama kalinya usulan tentang Piagam 
ASEAN diucapkan. Ini mungkin adalah deklarasi yang paling ambisius dari seluruh 
deklarasi yang pernah dilontarkan dalam perjalanan kelembagaan ASEAN. Namun 
beberapa persoalan kawasan, yang masih belum terselesaikan turut membayangi 
kelanjutan dari Piagam ASEAN ini. Sejumlah negara anggota merasa pesimis dengan 
implementasi piagam ini, berkaca dari beberapa persoalan kontemporer yang masih 
membayangi ASEAN. Dalam editorialnya, Financial Time bahkan menuliskan: 


ASEAN is not, like Europe, a collection of nations with common values, but a 
collection of regimes with common interests. Those interests, whether they concern 
foreign policy or the perpetuation of authoritarian rule at home, partly reflect ASEAN's 
Cold War origins as an anti-communist security group and are rarely shared by the 
“peoples of the member states” of ASEAN in whose name the charter is written." 


Piagam ASEAN adalah konstitusi atau rujukan hukumtertinggi bagiorganisasi regional 
ASEAN. Piagam ini berisi prinsip dasar dan tujuan organisasi, menentukan struktur dan 
moda-moda keanggotaannya dan tata laksana organisasi. Piagam ASEAN disahkan 
dalam KTT ASEAN ke-13, pada 20 November 2007 di Singapura. Secara substansiif, 
selain berfungsi untuk memajukan dan memperkuat demokrasi dan perlindungan 
HAM, piagam ini juga memiliki tujuan untuk membentuk zona perdagangan bebas 
ASEAN tahun 2015. Lahirnya piagam ini diusahakan untuk menjaga dan meningkatkan 
perdamaian dan keamanan di kawasan ASEAN, membentuk pasar tunggal berbasis 
produksi yang kompetitif dan terintegrasi secara ekonomi, memperkuat demokrasi 
dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta menegakkan aturan 
hukum dan mengedepankan hak asasi manusia. Sebagai tindak lanjutnya, ASEAN 
akan membentuk Badan HAM untuk mengefektifkan capaian-capaian tersebut. Piagam 
ASEAN juga menekankan pentingnya prinsip tidak campur tangan (non-interference) 
dalam masalah internal anggota ASEAN. Terkait dengan isu lingkungan, piagam ini 
menyerukan pembangunan berkelanjutan untuk melindungi lingkungan, sumber daya 
alam dan warisan budaya. 


Melalui Piagam ini, negara-negara anggota ASEAN bersepakat untuk membentuk 
suatu komunitas ASEAN pada tahun 2015. Pembentukan komunitas ini didasarkan 
pada tiga pilar utama, yaitu Komunitas Politik ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, 
dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Oleh karena itu, negara-negara anggota 
ASEAN menyadari perlunya suatu bentuk organisasi yang berdasar pada suatu bentuk 
aturan yang jelas (rules-based). Dalam rangka menggapi tujuan dimaksud, Piagam 
ASEAN menegaskan sejumlah prinsip dalam pencapainnya, yaitu: (1) menghormati 
kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah dan identitas nasional, menolak 
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agresi, (2) bebas dari campurtangan eksternal: (3) meningkatkan konsultasi dan dialog, 
(4) mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, (6) menghormati kebebasan 
fundamental, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, dan (7) menghormati 
perbedaan budaya, bahasa, dan agama. 


Penandatanganan Piagam ASEAN disandarkan pada dasar pemikiran, antara lain: 
adanya kepentingan bersama dan saling ketergantungan antar-rakyat dan Negara- 
Negara Anggota ASEAN dalam kesatuan visi, identitas dan komunitas (One Vision, 
One Identity, One Community) yang saling peduli dan berbagi. Melalui piaham ini 
pula, ditegaskan mengenai pentingnya peningkatan upaya ke arah pencapaian tujuan 
ASEAN, khususnya terkait dengan isu pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, 
bersamaan dengan efektifnya fungsi badan Hak Asasi Manusia ASEAN, penegasan 
sanksi atas pelanggaran serius dan ketidakpatuhan terhadap Piagam termasuk 
penangguhan hak anggota, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan 
ASEAN. 


Dalam topik pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, setidaknya terdapatnya 
empat ketentuan dalam Piagam ASEAN yang menjadi dasar upaya ini, yaitu: (i) pada 
bagian menimbang disebutkan: Mematuhi prinsip-prinsip demokrasi, aturan hukum dan 
tata kepemerintahan yang baik, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia 
dan kebebasankebebasan fundamental): (ii) salah satu tujuan ASEAN sebagai mana 
diatur dalam Pasal 1 angka 7 adalah memperkuat demokrasi, meningkatkan tata 
kepemerintahan yang baik dan aturan hukum, dan memajukan serta melindungi hak 
asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental, dengan memperhatikan hak- 
hak dan kewajiban-kewajiban dari Negara-Negara Anggota ASEAN, (iii) salah satu 
prinsip bertindak bagi ASEAN dan Negara-Negara Anggotanya yang diatur dalam Pasal 
2 huruf i adalah menghormati kebebasan fundamental, pemajuan dan perlindungan hak 
asasi manusia, dan pemajuan keadilan sosial, dan (iv) Pasal 14 menentukan berkaitan 
dengan pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi dan kebebasan fundamental, ASEAN 
wajib membentuk badan hak asasi manusia ASEAN. 


Secara historis, pentingnya penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan dasar 
dapat dilihat dalam the Joint Communigue at the 26" ASEAN Ministerial Meeting (AMM) 
di Singapura, pada 23-24 Juli 1993.Dalam pertemuan tersebut Para Menteri Luar Negeri 
ASEAN menyepakati perlunya mempertimbangkan pendirian mekanisme HAM regional 
yang sesuai dengan dasar pembentukan ASEAN. Hal ini merupakan respon ASEAN 
terhadap Vienna Declaration and Programme of Action (1993)mengenai pendirian 
mekanisme HAM regional untuk mendukung promosi dan perlindungan HAM global. 
Akan tetapi, pada saat yang sama, penting untuk dicatat bahwa pemerintahan negara- 
negara ASEAN, bersama dengan negara-negara Asia lainnya juga memperkenalkan 
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pembahasan istilah yang disebut sebagai nilai Asia atau juga dikenal dengan nama 
“Asian Value” yang pada saat itu menjadi argumen bagi negara-negara Asia terhadap 
posisi HAM yang melekat terhadapnya suatu nilai yang disebut dengan nilai-nilai 
universal, dan mempromosikan nilai Asia sebagai alternatif pembahasan HAM di 
tingkatan regional.8 


Sementara itu, ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) di tahun yang sama, 
pada pertemuan Menteri ASEAN ke 26 di Singapura, 23-24 Juli 1993, juga mengeluarkan 
sebuah deklarasi hak asasi manusia, yang mencantumkan himbauan kepada kepada 
pemerintah negara-negara ASEAN untuk membentuk mekanisme HAM ASEAN.?Anggota- 
anggota parlemen dari keenam negara anggota ASEAN saat itu (Brunei Darussalam, 
Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, and Thailand) menyatakan: 


The Foreign Ministers agreed that ASEAN should coordinate a common approach 
on human rights and actively participate and contribute to the application, promotion 
and protection of human rights. They noted that the UN Charter had placed the 
guestion of universal observance and promotion of human rights within the context 
Of international cooperation. They stressed that development is an inalienable right 
and that the use of human rights as a conditionality for economic cooperation 
and development assistance is detrimental to international cooperation and could 
undermine an international consensus on human rights. They emphasized that the 
protection and promotion of human rights in the international community should take 
cognizance of the principles of respect for national sovereignty, territorial integrity 
and non-interference in the internal affairs of states. They were convinced that 
freedom, progress and national stability are promoted by a balance between the 
rights of the individual and those of the community, through which many individual 
rights are realized, as provided for in the Universal Declaration of Human Rights. 


The Foreign Ministers reviewed with satisfaction the considerable and continuing 
progress of ASEAN in freeing its peoples from fear and want, enabling them to live 
in dignity. They stressed that the violations of basic human rights must be redressed 
and should not be tolerated under any pretext. They further stressed the importance 
of strengthening international cooperation on all aspects of human rights and that 
all governments should uphold humane standards and respect human dignity. In 
this regard and in support of the Vienna Declaration and Programme of Action of 25 
June 1993, they agreed that ASEAN should also consider the establishment of an 
appropriate regional mechanism on human rights. 


Adopsi Piagam ASEAN dapat dilihat sebagai langkah besar ke depan dalam proses 
pembentukan mekanisme HAM di regional Asia Tenggara. Namun demikian, hal ini 
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belumlah dapat dikatakan sebagai suatau keberhasilan ASEAN, melainkan barulah 
langkah awal, dari sebuah babak baru di ASEAN, upaya perlindungan HAM di ASEAN. 
Mengapa demikian? Sebab Piagam ASEAN tidak mengandung elemen yang dapat 
mempengaruhi prospek bagi berdirinya suatu badan HAM regional yang kuat. Dalam 
Piagam ASEAN meskipun memberikan pengakuan terhadap hak asasi manusia, 
akan tetapi prinsip non-intervensi tetap dipertahankan supremasinya, ditempatkan 
atas kepatuhan terhadap norma-norma hak asasi manusia. Praktiknya para elit dan 
pengambil keputusan di ASEAN, tetap mempertahankan aturan dan konsesus-konsesus 
tradisional, dalam prinsip-prinsip kerja ASEAN. Masih minimnya komitmen terhadap 
perlindungan hak asasi manusia, dari negara-negara anggota ASEAN juga dapat dilihat 
dari partisipasi mereka sebagai pihak dalam sejumlah instrumen internasional hak asasi 
manusia. 


Tabel 1: Pengesahan Instrumen HAM di ASEAN 


Instrumen Ratifikasi Aksesi Tanda Tangan 
Indonesia, Laos, 


ICERD Kamboja, Filipina Thailand, Vietnam - 
lan Kamboja, Indonesia, | 
ICESCR Laos, Filipina Thailand, Vietnam 
ICESCR-OP - - 5 
ai Kamboja, Indonesia, | 
ICCPR Laos, Hlipiria Thailand, Vietnam 
ICCPR-OP1 Filipina - Kamboja 
ICCPR-OP2 Filipina - - 
Indonesia, Laos #rung, Kamboja, 
CEDAW ' ' Malaysia, Myanmar, - 


FIpina, Matari Singapura, Thailand 


OP-CEDAW Filipina, Thailand - Kamboja, Indonesia 
, Kamboja, Filipina, 

CAT Indonesia Thailand Laos 

OP-CAT Kamboja - - 


Brunei, Kamboja, Laos, 


Indonesia, Filipina, Malaysia, Myanmar, . 


CRC 


Mana Singapura, Thailand 

Kamboja, Filipina, , , 
OP-CRC-AC Singapura, Vietnam Laos, Thailand Indonesia 

Kamboja, Filipina, 5 : : 
OP-CRC-CP Vsiam Brunei, Laos, Thailand — Indonesia 
ICRMW Filipina 2 Kamboja, Indonesia 
CRPD Laos, Malaysia, . Brunei, Kamboja, 

Filipina, Thailand Indonesia, Vietnam 
OP-CRPD - - Kamboja 
ICPAED - - Indonesia, Laos 
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Selain itu, kendati Piagan ASEAN memberikan penghormatan terhadap hak asasi 
manusia dan kebebasan dasar, namun piagam tersebut tidak secara eksplisit merujuk 
pada setiap standar hak asasi manusia yang diterima secara universal, seperti Universal 
Declararation of Human Rights 1948 daninstrumen-instrumen HAM utama lainnya, yang 
sebenarnya sebagian telah diakui di beberapa negara anggota ASEAN. Hal ini telah 
meninggalkan banyak ruang bagi negara-negara ASEAN, untuk menafsirkan isi dari hak 
asasi manusia, dalam cara yang sesuai dengan kepentingan mereka. Dengan kata 
lain, ASEAN telah mengenyampingkan prinsip unviersalisme dalam hak asasi manusia. 
Piagam ASEAN juga gagal untuk memberikan pedoman yang kuat, tentang pengaturan 
dari kelembagaan dan jangka waktu untuk membangun badan hak asasi manusia. 


Perubahan yang telah dibuat dan dorongan untuk membentuk badan HAM regional 
ini, merupakan perkembangan atau tahapan yang masih sangat awal, dalam aktivisme 
hak asasi manusia di ASEAN. Mekanisme HAM yang didesaian di dalam piagam ini, 
sifatnya belum layak untuk disejajarkan dengan sebuah mekanisme hukum yang sifatnya 
mengikat. Mereka jauh menekankan pada komitmen politik umum dengan harapan 
akan ada perkembangan yang sifatnya alamiah, bukan sebuah rencana konkret yang 
harus diambil. Mekanisme HAM regional ASEAN dilahirkan tanpa adanya sebuah 
fungsi pemantauan dan prosedur pelaporan. Meskipun banyak konferensi dan forum 
untuk diskusi telah diselenggarakan, dan beberapa kerjasama teknis dan pertukaran 
informasi, serta kerjasama promosi hak asasi manusia di wilayah ini, akan tetapi 
dibatasinya kapasitas bangunan badan HAM ASEAN, telah menjadikannya tidak cukup 
mampu, untuk mengakomodasi fungsi-fungsi ideal dari sebuah badan HAM regional. 
Situasi ini dapat dimengerti, melihat konfigurasi politik dari negara-negara ASEAN, yang 
belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi warga 
negaranya, sehingga bila yang didorong adalah pembentukan sebuah mekanisme 
HAM regional yang kuat, justru akan menjadi bumerang bagi sebagian negara-negara 
anggota ASEAN itu sendiri. Karenanya badan HAM regional ASEAN dibentuk dengan 
kerangka yang begitu longgar, dan sejauh ini bersembunyi dibalik retorika bahwa 
ASEAN telah mendirikan sebuah badan HAM regional. 


Beberapa masalah domestik, masih terus melingkupi ASEAN, ada kesenjangan 
dalam perdebatan diantara negara-negara anggota ASEAN sendiri. Di satu sisi 
sebagaian anggota masih berdebat terkait dengan permasalahan keamanan politik, 
keadaan internal negara anggota, nilai-nilai Asia, prinsip non-interferensi, dan cara 
ASEAN, di sisi lain sebagian negara sudah berpikir lebih maju, berbicara tentang 
pentingnya suatu mekanisme HAM di wilayah ASEAN. Bahkan Menteri Luar Negeri 
Singapura Tommy Koh, mengakuiadanyapembagian dalam ASEAN antara duakelompok: 
yang pertama terdiri Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand, dan yang kedua terdiri 
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dari Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Kelompok pertama mengupayakan 
untuk memikirkan kembali norma-norma tradisional atau bahkan mengupayakan untuk 
perubahan norma. Sedangkan kelompok kedua mencoba untuk mempertahankan 
status guo, yang terbaik yang bisa melayani kepentingan politik mereka. Pembagian ini 
menunjukan, upaya dinamis yang dilakukan oleh angota asli ASEAN, justru tidak sejala 
dengan keinginan dari anggota-anggota baru, yang justru menghendaki konservatisme. 
Pendekatan kerjasama hak asasi manusia, dikahwatirkan akan memiliki dampak negatif 
pada orientasi politik mereka, sehingga secara umum, akibat ini adalah buruknya 
prospek untuk mengadopsi kerangka acuan untuk membentuk badan HAM regional 
yang inklusif, sebagaimana diamanatkan dalam Piagam ASEAN. 


Dalam proses membangun mekanisme HAM bagi ASEAN, ke depan masih banyak 
sekali tantangan. Perlindungan HAM di Asia Tenggara membutuhkan lebih dari sebuah 
lembaga lembaga juru bicara tanpa kekuasaan yang nyata. ASEAN membutuhkan 
suatu mekanisme HAM regional yang kuat, yang terdiri dari ahli independen yang 
mampu menyelidiki dan mengevaluasi laporan pelanggaran HAM: mempertimbangkan 
pengaduan individu bebas dari gangguan luar, dan membuat keputusan bahwa bangsa- 
bangsa yang bersangkutan diwajibkan untuk mengikuti. 


B. Kilas balik pembentukan AICHR 


Proses pembentukan badan HAM ASEAN tidaklah mudah, melainkan harus melalui 
perdebatan panjang di kalangan masing-masing pemimpin negara ASEAN. Sudah tentu 
bahwa masing-masing negara anggota ASEAN mempunyai kepentingannya sendiri 
yang tidak mau diganggu oleh negara manapun, terlebih bila kepentingan nasional 
negara tersebut bercampur dengan kepentingan individu yang ada didalamnya, seperti 
Myanmar misalnya yang pada saat itu masih dikuasai oleh rejim militer, atau Vietnam 
dan Laos yang menganut sistem pemerintahan komunis, serta bahkan Singapura dan 
Kamboja yang juga dipimpin oleh pemerintahan otoriter pada masa itu. Sementara 
Indonesia, Thailand, dan Philippina, walaupun masih mempunyai beberapa persoalan 
HAM di dalamnya, menjadi motor penggerak terbentuknya badan HAM ASEAN yang 
lebih baik. 


Perkembangan pembentukan badan ini paling tidak mulai bisa dilihat dari pertemuan 
tingkat menteri ASEAN, yang berlangsung pada Juli 2008. Pertemuan ini menyepakati 
pembentukam High Level Panel on Establishment for ASEAN Human Rights Body, yang 
diberikan tugas untuk menyusun bersama ToR ASEAN Human Rights Body dalam waktu 
1 tahun sejak pembentukannya. Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan 
Pasal 14 Piagam ASEAN, tentang mandat pembentukan ASEAN Human Rights Body." 
Namun demikian, dengan pembahasan yang rumit, ToR baru akhirnya baru selesai 
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dibahas pada tahun 2009. Secara garis besar hal-hal utama yang diatur di dalam ToR 
ASEAN Human Rights Bodymeliputi: non-setting, promotion, protection, dan reporting. 
Pembahasan tentang non setting dapat terlihat pada pasal-pasal 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.11: 
pembahasan tentang promotion maka dapat dilihat pada pasal-pasal 4.3, 4.7, 4.8, 4.9, 
pembahasan tentang protection walau tidak penuh perlindungannya ada di pasal-pasal 
4.10 dan 4.12, dan pembahasan tentang reportingpada pasal 4.13 dan 4.14. 


Awalnya, nama yang diusulkan Indonesia untuk ASEAN Human Rights Body 
adalah ASEAN Commission on Human Rights, tidak memakai Intergovernmental 
karena keinginan atas sifatnya yang lebih mandiri. Akan tetapi kenyataannya karena 
negosiasi politik yang memang lebih berperan, akhirnya yang disepakati ASEAN 
Intergovernmental Commission on Human Rights. Jika Indonesia menginginkan tetap 
ASEAN Commission on Human Rights akan tidak disetujui oleh anggota ASEAN lain, 
alasan Indonesia tidak setuju dengan tambahan kata Intergovernmental karena ASEAN 
itu sudah intergovernmental yang terdiri atas negara-negara ASEAN maka tidak perlu 
dirumuskan lagi secara tertulis." 


Selanjutnya dalam pertemuan KTT ASEAN 15 di Thailand,yang berlangsung pada 
23 Oktober 2009, para pemimpin ASEAN menyetujui the “Cha-am Hua Hin Declaration on 
the Inauguration of the AICHR (Cha-am Hua Hin Deklarasi tentang Peresmian AICHR). 
tonggak sejarah perkembangan HAM di ASEAN dengan ditetapkannya sebuah badan 
HAM di tingkatan ASEAN yang disebut sebagai ASEAN Intergovernmental Commission 
on Human Right (AICHR) atau Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk HAM, selanjutnya 
disebut Badan HAM ASEAN. Tonggak sejarah ini tidak terjadi dengan sendirinya 
namun harus melalui perjalanan panjang yang dimulai sejak 16 tahun lalu yaitu sejak 
diadopsinya ASEAN Joint Communigue di tahun 1993 yang mencantumkan tentang ide 
pembentukan mekanisme HAM regional.'?Dalam deklarasi ini, negara-negara anggota 
ASEAN berkomitmen untuk lebih mengembangkan kerja sama guna mempromosikan 
dan melindungi hak asasi manusia di wilayah ini. 


Ditegaskan pula dalam deklarasi ini, bahwa prinsip menghormati kemerdekaan 
dan tidak campur tangan urusan dalam negeri negara-negara anggota ASEAN, adalah 
prinsip integral yang berlaku di AICHR dalam menjalankan fungsinya. Keberadaan 
lembaga ini dianggap sebagai pintu masuk untuk melakukan intervensi politik terhadap 
negara-negara yang belum demokratis. Oleh karena itu pelekatan prinsip tersebut 
menjadi salah satu alasan untuk tetap menjaga kedaulatan negara anggota. 


Fakta demikian menjadikan Badan HAM ASEAN masih bersifat semu. Negara-negara 


anggota ASEAN, selain Indonesia, belum menerima secara penuh badan HAM ASEAN 
sebagai badan ASEAN yang dapat mempromosikan dan memproteksi HAM bagi rakyat 
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negara anggota ASEAN. Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) maka badan hak asasi 
manusia ASEAN ini bertugas sesuai dengan kerangka acuan yang akan ditentukan oleh 
Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN. Kewenangannya pun hanya terbatas pada 
promosi HAM tidak mencakup proteksi HAM. Kewenangan demikian jauh dari standar 
bagi pembentukan sebuah Badan HAM. 


Meskipun begitu, terbentuknya AICHRjelas merupakan capaian positif dalam 
perkembangan isu hak asasi manusia di Asia Tenggara. Walaupun, jika sekilas kita lihat 
dari sisi namanya saja terlihat bahwa lembaga ini belumlah independen. Capaian ini 
menjadi kemajuan yang cukup berarti, mengingat keunikan situasi politik di kawasan ini. 
AICHR Terms of Reference (ToR AICHR) yang disepakati pada pertemuan para Menteri 
Luar Negeri ASEAN yang ke-42 di Thailand, dapat menjadi langkah awal berkembangnya 
isu hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara. Hal ini sedikit banyaknya menjadi 
jawaban atas keraguan dunia internasional bahwa isu hak asasi manusia akan sulit 
berkembang di kawasan ini. 


C. Mandat dan fungsi AICHR 


Dalam ToR disebutkan bahwa AICHR adalah badan antar-pemerintah dan 
merupakan bagian integral dari struktur organisasi ASEAN. AICHR berfungsi sebagai 
badan konsultatif yang bertujuan untuk: 


1. Mempromosikan serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan 
fundamental masyarakat ASEAN. 

2. Menjunjung hak masyarakat ASEAN untuk hidup secara damai, bermartabat, 
dan sejahtera. 

3. Mewujudkan tujuan organisasi ASEAN sebagaimana tertuang dalam Piagam 
ASEAN yakni menjaga stabilitas dan harmoni di kawasan regional, sekaligus 
menjaga persahabatan dan kerja sama antara anggota ASEAN. 

4. Mempromosikan hak asasi manusia di tingkat regional dengan tetap 
mempertimbangkan karakteristik, perbedaan sejarah, budaya, dan agama di 
masing-masing negara, serta menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. 

5. Meningkatkan kerja sama regional melalui upaya di tingkat nasional dan 
internasional yang saling melengkapi dalam mempromosikan dan melindungi 
hak asasi manusia. 

6. Menjunjung prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional yang tertuang 
dalam Universal Declaration of Human Rights, Vienna Declaration serta program 
pelaksanaannya, dan instrumen HAM lainnya, dimana negara anggota ASEAN 
menjadi negara pihak.'? 
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Dari tujuan pembentukan AICHR tersebut diatas dapat dilihat bahwa negara- 
negara ASEAN masih memiliki keraguan terhadap norma-norma hak asasi manusia 
yang berlaku secara universal diseluruh dunia. Keraguan ini nampak dengan adanya 
penekanan tentang perlunya pertimbangan karakteristik, sejarah, budaya dan bahkan 
agama yang ada dan berkembang di ASEAN yang kemudian mereka sebut sebagai 
the ASEAN values (nilai-nilai ASEAN). Nilai-nilai atau standar hak asasi manusia yang 
berlaku secara universal tersebut masih dianggap sebagai bentuk intervensi budaya 
barat (western) terhadap nilai-nilai budaya ke-timuran yang ada dan berkembang di 
ASEAN. Hal ini tentunya dapat menjadi batu sandungan bagi AICHR dalam kerja-kerja 
promosi dan perlindungan HAM di ASEAN di masa yang akan datang. 


ToR AICHR juga menetapkan sejumlah prinsip yang harus dijadikan rujukan AICHR 
dalam pelaksanaan tugasnya. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 


1. Menghormati prinsip-prinsip organisasi ASEAN sebagaimana terdapat dalam 
pasal 2 ASEAN Charter, yaitu, 

a. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas teritorial, 
dan identitas nasional setiap negara anggota ASEAN, 

b. Prinsip non-intervensi terhadap permasalahan internal negara-negara 
anggota ASEAN, 

c. Menghormati hak setiap negara anggota untuk memimpin kehidupan 
nasionalnya yang merdeka dari intervensi external, tindakan subversi dan 
pemaksaan, 

d. Kepatuhan terhadap penegakan hukum yang adil, pemerintahan yang 
baik, prinsip-prinsip demokrasi dan negara yang berlandaskan konstitusi: 

e. Menghormati kebebasan fundamental, promosi serta perlindungan hak 
asasi manusia, dan promosi terhadap keadilan sosial, 

f. Menegakkan piagam HAM PBB dan hukum internasional, termasuk hukum 
humaniter internasional yang dianut (telah diadopsi) oleh negara angota 
ASEAN, dan, 

g-. Menghormati perbedaan budaya, bahasa, dan agama masyarakat ASEAN 
dengan memperhatikan nilai-nilai bersama dalam semangat persatuan 
dalam perbedaan. 


2. Menghormati prinsip-prinsip internasional hak asasi manusia, termasuk prinsip 
universalitas, indivisibilitas, prinsip saling keterkaitan antar hak asasi manusia 
dan hak fundamental, serta prinsip imparsialitas, objektivitas, non-selektivitas, 
non-diskriminasi, dan menghindari bersikap ganda (double-standart) dan 
politisasi. 

3. Mengakui bahwa tanggungjawab terhadap promosi dan perlindungan hak asasi 
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manusia berada pada masing-maing pemerintahan negara anggota. 
4. Melakukan pendekatan dan kerjasama yang bersifat konstruktif dan non- 
konfrontasi dalam memperkuat promosi dan perlindungan hak asasi manusia. 
5. Menggunakan pendekatan evolusioner untuk berkontibusi memajukan norma 
dan standar hak asasi manusia di kawasan ASEAN. 


Pemasukan klausula-klausula tersebut di atas membuka ruang yang besar 
bagi intervensi politik dari Pemerintah Negara-negara Anggota ASEAN, mengingat 
peran AICHR hanya sebagai “badan konsultatif.'“ Secara khusus, penekanan yang 
diberikan pada prinsip non-intervensi menunjukkan bahwa penyelesaian pelanggaran- 
pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah Negara-negara anggota ASEAN 
diserahkan kepada masing-masing negara dan dengan demikian, tidak akan dapat 
diangkat sebagai sebuah persoalan regional. Ide untuk meninjau kembali penerapan 
prinsip non-intervensi sebenarnya telah digagas oleh mantan Sekretaris Jenderal 
ASEAN, Dr. Surin Pitsuwan.'" 


Dari prinsip-prinsip dasar yang harus dijadikan sebagai pedoman bagi AICHR 
dalam melaksanakan tugasnya, jelas terlihat bahwa negara-negara ASEAN tidak 
menginginkan isu hak asasi manusia menjadi pengganggu jalannya roda pemerintahan 
di masing-masing negara angota ASEAN. Seperti prinsip non-intervensi misalnya, jelas 
di kemudian hari jika terjadi pelanggaran berat hak asasi manusia di negara anggota 
ASEAN tidak akan dapat dipertanyakan apalagi diproses oleh AICHR, dengan alasan 
bahwa hal tersebut merupakan bentuk intervensi terhadap kedaulatan negara anggota 
ASEAN. 


Namun di satu sisi AICHR tetap mengakui standarHAM internasional sebagai standar 
norma yang harus dihormati oleh masing-masing negara anggota ASEAN, dimana 
hukum HAM internasional memungkinkan dilakukannya intervensi, bahkan pemberian 
sanksi, terhadap suatu negara bila terjadi pelangaran HAM berat didalamnya. Hal ini 
menunjukkan kegamangan ASEAN dalam menyikapi perkembangan isu hak asasi 
manusia di dunia, sehingga prinsip-prinsip dasar yang diatur di dalam ToR AICHR 
menjadi bertentangan satu sama lain, termasuk dengan prinsip-prinsip dasar HAM. 


Situasi di atas dapat kita lihat dalam Pasal 1.6 ToR AICHR menetapkan tujuan 
AICHR adalah “untuk menegakkan standar-standar hak asasi manusia internasional 
sebagaimana dimuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Deklarasi dan 
Program Aksi Wina, dan instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional, dimana 
negara-negara anggota ASEAN adalah negara-negara pihak pada instrumen-instrumen 
tersebut”! Selain itu, penghormatan atas prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional, 
termasuk universalitas HAM juga ditegaskan sebagai salah satu prinsip panduan bagi 
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AICHR." Akan tetapi, Pasal 1.4 ToR AICHR menekankan pada kekhususan-kekhususan 
nasional dan regional dan latar belakang sejarah, budaya dan agama yang berbeda 
di dalam implementasi hak asasi manusia di ASEAN.'8 Jika diinterpretasikan, pasal ini 
dengan tidak semestinya menegaskan konsep “Asian Values”'? sebagai kontra argumen 
terhadap universalitas hak asasi manusia. 


Seperti AICHR, mekanisme-mekanisme HAM regional di Eropa, Inter-Amerika dan 
Afrika, di dalam dasar hukumnya juga menetapkan bahwa mereka adalah instrumen- 
instrumen HAM yang “khusus' kendati mengakui bahwa mereka terinspirasi oleh DUHAM 
dan instrumen- instrumen HAM internasional lainnya.2 Tradisi budaya dan agama yang 
tidak sejalan dengan norma-norma hak asasi manusia universal dapat menjustifikasi 
pencabutan hak-hak yang dianggap bertentangan dengan tradisi budaya dan agama 
yang tersebut. Ketika terjadi bentrokan antara kekhususan-kekhususan regional yang 
berlaku dan norma-norma HAM universal, keberpihakan harus diberikan kepada yang 
kedua. 


Begitu pula dalam pemberian mandat terhadap AICHR sebagaimana diatur dalam 
Poin 4 ToRAICHR. Terdapat 14 mandat yang diberikan oleh ToR terhadap AICHR, namun 
tidak satupun yang secara khusus mengatur tentang fungsi perlindungan terhadap 
hak asasi manusia. Tidak diaturnya fungsi perlindungan didalam ToR AICHR membuat 
lembaga ini tidak dapat melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap terjadinya 
pelanggaran hak asasi manusia di kawasan. Lebih dari itu, pelanggaran HAM yang telah 
terjadipun mustahil diproses oleh AICHR karena investigasi telah dianggap sebagai 
bentuk intervensi. Ketiadaan pengaturan fungsi proteksi yang sepatutnya dimiliki oleh 
AICHR membuat lembaga tersebut sulit melakukan upaya pencegahan lainnya, seperti 
mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk melakukan sinkronisasi peraturan 
perundang-undangan nasionalnya agar selaras dengan prinsip-prinsip HAM universal, 
atau mendorong keterbukaan untuk menerima misi pemantauan (monitoring) yang 
dilakukan oleh AICHR.2 


Adapun mandat dan fungsi AICHR sebagaimana terdapat dapam Pasal 4 ToR 
AICHR tersebut adalah: 


1. Mengembangkan strategi dalam mempromosikan dan melindungi HAM sebagai 
bagian dari proses pembentukan Komunitas ASEAN. 

2. Menyusun Deklarasi HAM ASEAN dan kerangka kerja sama di bidang HAM. 

3. Untuk meningkatkan kesadaran publik di kawasan ASEAN melalui pendidikan, 
penelitian, dan penyebaran informasi. 

4. Meningkatkan kapasitas negara ASEAN yang mempunyai kewajiban dalam 
mengimplementasikan perjanjian-perjanjian internasional hak asasi manusia 
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yang telah di ratifikasi oleh negara anggota ASEAN. 

5. Mendorong negara-negara ASEAN untuk meratifikasi instrument-instrumen 
internasional hak asasi manusia. 

6. Mendorong negara-negara ASEAN untuk mengimplementasikan seluruh 
instrumen ASEAN yang berkaitan dengan hak asasi manusia, 

7. Memberikan nasehat dan bantuan teknis kepada badan hak asasi manusia 
ASEAN yang bersifat sektoral terkait dengan permasalahan hak asasi manusia. 

8. Mengikutsertakan badan-badan ASEAN lainnya, termasuk masyarakat sipil 
serta para pemangku kepentingan dalam dialog dan konsultasi permasalahan 
hak asasi manusia di kawasan ASEAN. 

9. Berkonsultasi, selama itu diperlikan, dengan institusi nasional, regional, maupun 
internasional yang fokus terhadap kerja-kerja promosi dan perlindungan hak 
asasi manusia. 

10. Mengumpulkan informasi dari negara-negara anggota ASEAN dalam kerja-kerja 
promosi dan perlindungan hak asasi manusia di kawasan ASEAN. 

11. Melakukan pendekatan dan sikap yang lazim terkait permasalahan dan 
kepentingan hak asasi manusia di ASEAN, 

12. Mempersiapkan studi atau kajian tentang isu-isu thematic hak asasi manusia di 
ASEAN, 

13. Memberikan laporan tahunan tentang aktifitas AICHR atau laporan lainnya yang 
dibutuhkan dalam pertemuan mentri luar negri ASEAN. 

14. Melakukan tugas-tugas lainnya yang disetujui oleh pertemuan mentri luar negri 
ASEAN. 


Mandat dan fungsi AICHR yang disebutkan pada TOR di atas mengandung empat 
poin utama, yakni perihal standart setting, promotion and education, protection, dan 


reporting. 


Tabel 2: Mandat-mandat AICHR 


Promoting and 


Standart Setting Education Protecting Reporting 
Mengembangkan Mengembangkan suatu Mendapatkan Menyerahkan laporan 
strategi-strategi Deklarasi Hak Asasi informasi dari tahunan kegiatan atau 
pemajuan dan Manusia ASEAN untuk Negara-Negara laporan lain apabila 
perlindugnan hak menciptakan kerangka Anggota ASEAN diperlukan, pada 
asasi manusia kerja sama hak asasi tentang pemajuan Pertemuan Menteri Luar 
dan kebebasan manusia melalui melalui dan perlindungan Negeri ASEAN 
fundamental berbagai konvensi ASEAN hak asasi manusia 

untuk melengkapi dan instrument-instrumen 

pembentukan lain yang terkait dengan 

Komunitas ASEAN hak asasi manusia 
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Memajukan 
peningkatan 
kemampuan demi 
pelaksanaan 
kewajiban-kewajiban 
perjanjian hak asasi 
manusia secara 
efektif oleh Negara- 
Negara Anggota 
ASEAN 


Meningkatkan kesadaran 
publik terhadap hak 
asasi manusia di antara 
rakyat ASEAN melalui 
pendidikan, penelitian, 
dan diseminasi informasi 


Menyiapkan kajian- 
kajian tentang isu-isu 
tematik hak asasi 
manusia di ASEAN 


Menjalankan tugas lain 
yang mungkin diberikan 
oleh Pertemuan Menteri 
Luar Negeri ASEAN 


Mendorong Negara- 
Negara Anggota 
ASEAN agar 
mempertimbangkan 
untuk mengaksesi 
dan meratifikasi 
instrument-instrumen 
hak asasi manusia 
internasional 


Memberikan pelayanan 
konsultasi dan bantuan 
teknis terhadap masalah- 
masalah hak asasi 
manusia kepada badan- 
badan sektoral ASEAN 
berdasarkan permintaan 


Memajukan 
pelaksanaan 
instrument-instrumen 
ASEAN sepenuhnya 
terkait dengan hak 
asasi manusia 


Melakukan dialog dan 


konsultasi dengan badan- 


badan ASEAN lain dan 
entitas lain yang terkait 


dengan ASEAN, termasuk 


organisasi rakyat sipil 
dan para pemangku 
kepentingan lainnya 
seperti tercantum dalam 
Bab V Piagam ASEAN 


Mengupayakan 
pendekatan dan 
posisi bersama 
tentang persoalan 
hak asasi manusia 
yang menjadi 
kepentingan ASEAN 


Berkonsultasi, bilamana 
diperlukan, dengan 


institusi nasional, regional, 


dan internasional serta 
entitas yang terkait 
dengan pemajuan dan 
perlindungan hak asasi 
manusia 


Sayangnya dari ke 14 mandat tersebut di atas, jelas terlihat ketidakseimbagan 
antara fungsi promosi dan fungsi proteksi yang diberikan oleh ASEAN kepada AICHR 
untuk memajukan HAM di ASEAN. Padahal sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) 
Piagam ASEAN jelas dikatakan bahwa tujuan dibentuknya Badan HAM ASEAN adalah 
untuk memastikan berjalannya fungsi promosi dan perlindungan HAM dikawasan 
ASEAN. Lemahnya fungsi proteksi atau perlindungan hak asasi oleh AICHR ini membuat 
banyak kalangan menganggap bahwa AICHR merupakan lembaga hak asasi manusia 
yang tidak bergigi.? 
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Mekanisme-mekanisme hak asasi manusia regional lainnya, dalam rumusannya 
selalu membedakan secara tegas antara fungsi pemajuan dan perlindungan hak asasi 
manusia. Terkait dengan fungsi perlindungan, secara umum mekanisme-mekanisme hak 
asasi manusia regional terutama yang bersifat guasi-yudisial,2 menjamin perlindungan 
hak asasi manusia dengan menerima, menganalisa dan menyelidiki pengaduan dari 
negara dan sumber lainnya, termasuk individu dan melakukan kunjungan-kunjungan 
on-site. 


ToR AICHR juga menetapkan komposisi AICHR yang terdiri dari perwakilan dari 
negara-negara anggota ASEAN yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah negara 
anggota ASEAN.4 Dalam menunjuk perwakilannya, setiap negara anggota ASEAN 
diminta mempertimbangkan kesetaraan gender serta integritas dan kompetensi calon 
perwakilan tersebut. Setelah terpilih, perwakilan negara bagi AICHR tersebut akan 
menjabat selama tiga tahun dan hanya dapat ditunjuk kembali hanya untuk satu periode 
berikutnya. Selama menjabat, perwakilan akan diberikan kekebalan dan hak-hak 
istimewa yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas AICHR. 


Setiap negara anggota ASEAN wajib menempatkan wakilnya bagi AICHR yang 
dibentuk berdasarkan Pasal 14 Piagam ASEAN. Namun sayang, ToR AICHR tidak 
mengatur secara rinci tentang mekanisme penentuan atau pemilihan perwakilan 
masing-masing negara bagi AICHR, sehingga masing-masing negara mempunyai 
mekanismenya sendiri dalam menentukan perwakilannya bagi AICHR. Ada yang melalui 
mekanisme seleksi terbuka seperti di Indonesia dan ada juga yang ditunjuk lansung 
oleh kementrian luar negri atau pemerintah masing-masing negara. Hal tersebut 
bergantung pada keinginan dan kemauan politik masing-masing pemerintah negara 
anggota ASEAN.Berikut daftar perwakilan AICHR dari masing-masing negara ASEAN 
untuk periode pertama tahun 2009-2012 dan Periode kedua tahun 2013-2015? : 


Tabel 3: Perwakilan AICHR Periode Pertama 2009-2012 


No. Negara Nama Perwakilan untuk AICHR 
1 Brunei Darussalam Pehin Dato Dr. Awang Hj. Ahmad 
2 Cambodia Om Yienting 

3 Indonesia Rafendi Djamin 

4 Laos Bounkeut Sangsomsak 

5 Malaysia Dato' Sri Dr. Muhammad Shafee Abdullah 
6 Myanmar Kyaw Tint Swe 

7 Philippina Rosario Gonzales Manalo 

8 Singapur Richard Magnus 

9 Thailand Sriprapha Petcharamesree 

10 Vietnam Nguyen Duy Hung 
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Dalam periode pertama ini terjadi pergantian perwakilan AICHR dari dua negara 
sebelum masa tugasnya selesai, yakni Do Ngoc Son yang kemudian digantikan oleh 
Nguyen Duy Hung dari Vietnam dan Hamid Bakal yang kemudian digantikan oleh Dr. 
Awang Hj. Ahmad dari Brunei Darussalam. Pergantian ini menuai kritik dari masyarakat 
sipil ASEAN, sebab latar belakang keduanya yang sebagai pengganti bukan merupakan 
ahli di bidang hak asasi manusia, lebih jauh keduanya juga merupakan mantan pejabat 
tinggi pemerintahan di negara masing-masing. Nguyen Duy Hung misalnya adalah 
mantan duta besar Vietnam untuk Thailand, sementara Dr. Awang Hj. Ahmad merupakan 
mantan mentri perindustrian dan sumberdaya primer Brunei Darussalam.? 


Dari sepuluh orang perwakilan AICHR pada periode 2009-2012, lima orang 
diantaranya ditunjuk kembali menjadi perwakilan AICHR dari masing-masing negara 
untuk periode kedua 2013-2015, mereka diantaranya Pehin Dato Dr. Awang Hj. Ahmad 
dari Brunei Darussalam, Rafendi Djamin dari Indonesia, Dato' Sri Dr. Muhammad Shafee 
Abdullah dari Malaysia, Kyaw Tint Swe dari Myanmar, dan Rosario Gonzales Manalo dari 
Philippina. Berikut perwakila AICHR untuk periode kedua: 


Tabel 4: Perwakilan AICHR Periode Kedua 2013-2015 


No. Negara Nama Perwakilan untuk AICHR 
1 Brunei Darussalam Pehin Dato Dr. Awang Hj. Ahmad 
2 Cambodia Srun Thirith 
3 Indonesia Rafendi Djamin 
4 Laos Phoukhong Sisoulath 
5 Malaysia Dato' Sri Dr. Muhammad Shafee Abdullah 
6 Myanmar U Kyaw Tint Swe 
7 Philippina Rosario Gonzales Manalo 
8 Singapur Chan Heng Chee 
9 Thailand Dr Seree Nonthasoot 
10 Vietnam Le Thi Thu 


““ Dalam setiap Keputusan yang akan diambil oleh AICHR harus lah mengacu pada 
sistem konsensus sebagaimana diatur dalam pasal 20 ASEAN Charter. Dengan kata 
lain setiap keputusan yang dikeluarkan oleh AICHR harus melalui suara bulat dengan 
persetujuan penuh dari seluruh anggota AICHR.2 Hal ini tentu menyulitkan bagi AICHR 
bila terjadi hal-hal penting yang bersifat mendesak untuk segera direspon oleh AICHR. 
Mekanisme ini tentunya memberikan peluang besar bagi pemerintah negara yang 
bersangkutan untuk melalukan intervensi terhadap perwakilannya di dalam AICHR. 


AICHR melakukan pertemuan sedikitnya dua kali dalam satu tahun.2 Bila diperlukan 
AICHR juga dapat melakukan pertemuan tambahan guna membahas isu prioritas 
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dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemerintah negara anggota ASEAN. 
Selain itu AICHR juga dapat melakukan pertemuan bila diperintahkan oleh forum para 
Mentri Luar Negri ASEAN.? Terbatasnya kewenangan AICHR untuk membuat pertemuan 
tentunya berdampak terhadap kinerja dan hasil yang akan dicapai oleh AICHR. Terlebih 
bila rencana pertemuan tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari 
pemerintah masing-masing negara anggota ASEAN. 


Guna mendukung segala kebutuhan dan kerja-kerja dalam menjalankan mandatnya 
AICHR menempati sekretariat yang sama dengan sekretariat ASEAN di Jakarta.?' 
Ketiadaan sekretariat secara terpisah bagi AICHR membuat lembaga ini semakin tidak 
independen, efektif dan dapat diawasi secara total oleh “pemiliknya”, yaitu pemerintah 
negara-negara ASEAN. Padahal tugas dan fungsi AICHR seharusnya melakukan fungsi 
pengawasan terhadap ASEAN termasuk negara-negara anggota yang tergabung 
didalamnya terkait dengan isu hak asasi manusia. 


Sejatinya, sudah ada contoh yang bisa digunakan sebagai referensi bagi ASEAN 
dan juga AICHR seperti badan HAM regional negara-negara Eropa, atau Uni Afrika, 
maupun negara-negara Amerika. Ketidakseimbangan yang mencolok antara mandat 
promosi dan mandat perlindungan hak asasi manusia yang dimiliki AICHR membuat 
masyarakat sipil sedikit pesimis terhadap lembaga ini untuk mampu menjadi wadah 
perjuangan HAM bagi masyarakat sipil di kawasan Asia Tenggara di masa yang akan 
datang. 


D. Potret kinerja AICHR 


Dalam membaca kinerja AICHR selama lima tahun terakhir, harus terlebih dahulu 
ditekankan, bahwa AICHR merupakan lembaga konsultasi antar-pemerintah dan 
merupakan bagian integral dalam struktur organisasi ASEAN. Posisi ini setidaknya 
untuk menghindarkan diri dari ekspektasi yang terlalu besar dari lembaga yang 
acapkali diasosiasikan sebagai lembaga HAM regional ini. Sebagai komisi antar- 
pemerintah, AICHR bertugas merumuskan upaya-upaya pemajuan dan perlindungan 
HAM di kawasan melalui edukasi, pemantauan, diseminasi nilai-nilai dan standar HAM 
internasional sebagaimana diamanatkan oleh Deklarasi Universal HAM, Deklarasi Wina 
dan instrumen HAM lainnya.?? 


Tegasnya, AICHR berfungsi sebagai institusi HAM di ASEAN yang bertanggungjawab 
untuk pemajuan dan perlindungan HAM di ASEAN. AICHR juga melakukan kerjasama 
dengan badan-badan ASEAN lainnya yang terkait dengan hak asasi manusia dalam 
rangka melakukan koordinasi dan sinergi di bidang HAM. Selanjutnya, dalam upaya 
mengembangkan strategi promosi dan perlindungan hak asasi manusia untuk 
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membangun masyarakat ASEAN, AICHR melakukan kerja-kerja sesuai dengan mandat 
yang diberikan di dalam ToR. Terdapat 14 mandat yang diberikan kepada AICHR untuk 
memajukan hak asasi manusia di ASEAN. Namun, mandat-mandat tersebut dinilai masih 
kurang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak fundamental masyarakat ASEAN. Hal itu 
tidak lepas dari lemahnya posisi AICHR secara kelembagaan yang diatur di dalam ToR, 
serta banyaknya peran penting yang seharusnya dimiliki oleh AICHR, namun hal itu 
justru tidak diatur di dalam ToR. 


Dari keterbatasan mandat dan posisi di atas, dalam lima tahun keberadaan 
AICHR, secara umum dapat dikatakan, bahwa kontribusi AICHR bagi perlindungan 
HAM di kawasan, barulah sebatas pada diseminasi, koordinasi dan konsultasi HAM, 
belum sampai pada tahap perlindungan hukum. AICHR diniliai baru mampu sebatas 
mendorong isu HAM untuk menjadi perhatian bagi setiap negara anggota ASEAN dan 
menjadi agenda politik bersama ASEAN. Situasi ini khususnya dipengaruhi oleh kemauan 
politik (political will pemenuhan kewajiban HAM yang sangat beranekaragam dalam 
ASEAN Declaration on Human Rights dan Piagam ASEAN sendiri. Selain juga lemahnya 
komitmen politik negara-negara ASEAN terhadap upaya pemajuan dan perlindungan 
HAM. Negara-negara anggota ASEAN memiliki perspektif yang berbeda-beda terhadap 
membangun mekanisme pemajuan dan perlindungan HAM yang efektif. Mereka juga 
masih menganut doktrin kesucian kedaulatan negara (sanctity of state sovereignty), 
sehingga menempatkan prinsip non-intervensi, sebagai prinsip yang begitu penting dan 
suci di dalam ToR AICHR.8 


Situasi di atas tergambar misalnya dengan penekanan Singapura yang menyatakan 
bahwa pemenuhan kewajiban internasional tersebut tidak boleh bertentangan dengan 
Konstitusinya. Sementara Malaysia dan Brunei Darussalam menentukan bahwa 
pemenuhan kewajiban internasional tersebut tidak boleh bertentangan dengan Islam 
dan hukum nasionalnya. Pendekatan partikularistik norma dan mekanisme HAM oleh 
negara menjadi penghambat bagi kerja AICHR yang sarat dengan konflik hukum. Selain 
itu, AICHR masih memfokuskan kerjanya dalam menyusun tematis kegiatan advokasi 
melalui tema-tema tertentu yang menonjol di kawasan Asia Tenggara dan belum 
memfokuskan garapan kerjanya seturut dengan norma dan mekanisme perlindungan 
HAM yang telah ada dilevel internasional dan regional, seperti yang telah dilakukan di 
kawasan Eropa dan Amerika Latin. 


Secara kelembagaan, pada periode pertama keanggotaan AICHR 2009-2012, 
bahkanmuncul penilaian bahwa komisi ini sangat tertutup dan tidak transparan. 
Selain itu, AICHR juga dinilai kurang melakukan konsultasi dengan para pemangku 
kepentingan di kawasan ASEAN, khususnya masyarakat sipil pegiat HAM di Asia 
Tenggara. Konsultasi ini khususnya yang ditujukan untuk membahas isu-isu hak asasi 
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manusia serta kelembagaan AICHR itu sendiri.8Situasi ini makin dibuktikan dengan 
tiadanya satupun dokumen yang ditetapkan AICHR dapat diakses oleh publik, selama 
dua tahun pertama berdirinya. 


Usaha-usaha yang dilakukan masyarakat sipil untuk mengakses dokumen-dokumen 
yang telah disepakati atau ditetapkan oleh AICHR juga tidak membuahkan hasil. Bahkan 
secara formal kelompok kerja hak asasi manusia yang tegabung dalam SAPA-TFAHR 
pada bulan Juni tahun 2011 pernah mengirimkan surat kepada AICHR untuk meminta 
beberapa dokumen tersebut. Namun balasan resmi dari AICHR pada November 2011 
yang pada saat itu diketui oleh Rafendi Djamin mengatakan, bahwa dokumen tersebut 
merupakan dokumen internal yang tidak bisa dibagikan kepada publik.” Hal ini 
mengkonfirmasi bahwa tuduhan terhadap AICHR yang tidak transparan pada saat itu 
adalah benar adanya. 


Sebagai contoh, tidak ada sedikitpun informasi yang disampaikan melalui laman 
ASEAN terkait dengan pergantian perwakilan AICHR yang baru, Nguyen Duy Hung 
yang menggantikan Do Ngoc Son sebagai perwakilan Vietnam bagi AICHR pada akhir 
tahun 2010.28 Begitupun pada pernyataan pers pertemuan AICHR ke tujuh, yang hanya 
sedikit sekali informasi yang diberikan terkait dengan pergantian perwakilan AICHR dari 
Brunei Darussalam. Dalam pernyataan pers tersebut tidak menjelaskan tentang alasan 
pergantian Hamid Bakal oleh Dr. Awang Hj. Ahmad. Apalagi dalam laman ASEAN pada 
saat itu masih tercantum nama Do Ngoc Son dan Hamid Bakal sebagai perwakilan 
AICHR dari Vietnam dan Brunei Darussalam.” 


Kurangnya transparansi kelembagaanAICHR ini seolah menjadi konsekuensi 
terhadap diadopsinya “the ASEAN way” (Jalan ASEAN) dalam setiap mengambil 
keputusan yang mengharuskan proses konsultasi dan sistem konsensus. AICHR 
tidak akan pernah dapat membuat keputusan tanpa adanya persetujuan dari seluruh 
pemerintahan negara anggota ASEAN. Hal ini lah yang nampaknya menjadi belenggu 
bagi AICHR dalam menjalankan tugasnya di era yang menunut transparansi dan 
akuntabel saat ini. Meski sebenarnya tidak ada satupun klausul dalam ToR AICHR 
yang melarang untuk dilakukannya publikasi dan bersikap transparan. Akan tetapi para 
perwakilan AICHR seolah tidak menggunakan “hak diskresinya” sebagai anggota AICHR 
untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kelembagaan dengan membuka 
seluas-luasnya akses bagi publik terhadap informasi tentang kerja-kerja AICHR. 


Dalam lima tahun kinerjanya, setidaknya terdapat tiga hal pokok yang dapat menjadi 
acuan untuk menilai sejauhmana kemajuan AICHR dalam bekerja dengan bersandar 
pada mandat dan fungsi yang begitu terbatas, sebagaimana ditetapkan di dalam ToR- 
nya. Tiga hal pokok tersebut meliputi: (i) keterlibatannya dalam penyusunan deklarasi 
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HAM ASEAN, (ii) kinerjanya dalam studi isu-isu tematik: dan (iii) respon AICHR terhadap 
kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di kawasan. 


1. Penyusunan Deklarasi HAM ASEAN 


Salah satu mandat yang diberikan kepada AICHR, merujuk pada amanat Pasal 
4 angka 4.2 ToR AICHR, adalah kewajiban untuk membentuk instrumen pokok HAM 
ASEAN. Instrumen ini nantinya akan mejadi acuan bagi pembentukan setiap instrumen 
ASEAN yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Instrumen tersebut kemudian 
terejewantahkan dengan lahirnya Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN yang ditetapkan 
dalam KTT ASEAN ke 20 di Phnom Penh, Kamboja, pada 18-19 November 2012. 


Dalam prosesnya, AICHR mulai membahas penyusunan Deklarasi HAM ASEAN 
pertama kali pada pertemuan mereka yang ke tiga di Kuala Lumpur, yang berlangsung 
pada September tahun 2010. Dalam pertemuan tersebut disepakati pembentukan 
tim perumus (drafting group), serta adanya kerangka acuan bagi tim perumus, 
yang selanjutnya ditetapkan pada pertemuan AICHR ke lima, pada April 2011 di 
Jakarta.“'Sayangnya, kerangka acuan yang dibuat AICHR bagi tim perumus Deklarasi 
HAM ASEAN tersebut tidak pernah dipublikasikan kepada publik. Akibatnya, proses 
penyusunan draft Deklarasi HAM ASEAN menjadi sangat tertutup dari keterlibatan 
masyarakat sipil.“' Sangat sedikit sekali publikasi dari AICHR terkait dengan dokumen 
penting yang akan menjadi norma dasar hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara 
ini yang bisa diakses oleh masyarakat sipil.42 


Tabel 5: Perumus ASEAN Human Rights Declaration 


No. Negara Nama Jabatan saat itu 
1 Brunei Darussalam Hj. Faezah Pangiran Haji Wakil direktur Departemen Organisasi 
Abdul Rahman Internasional, Kementerian Luar Negeri 
dan Perdagangan Brunei 
2 Kamboja Orn Panhha Staf Ahli Mentri Senior, Komite HAM 
Kamboja, dan Perwakilan AICHR dari 
Kamboja. 
3 Indonesia Prof. Dr. Harkristuti Dirjen HAM, Departemen Hukum dan 
Harkrisnowo HAM Indonesia 
4 Laos Mr. Phongsavanh Sisoulath Wakil Dirjen Departemen ASEAN 
Kementerian Luar Negeri Laos. 
5 Malaysia Raja Dato' Nazrin Aznam Wakil Dirjen Sekretariat Nasional ASEAN- 
Malaysia. 
6 Myanmar Mr. U Nyunt Swe Pensiunan dari Wakil Dirjen Departemen 


Ekonomi dan Organisasi Internasional 
Kementerian Luar Negeri Myanmar 
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F6 Philippina Ms. Irene Susan Natividad Direktur Eksekutif Kantor Urusan Hukum 
Departemen Luar Negeri Philippina 


8 Singapura Loh Tuck Keat Wakil Dirjen Sekretariat Nasional 
Singapura untuk ASEAN 
9 Thailand Mr. Seree Nonthasoot Penasihat Hukum Kantor Urusan 


Perusahaan Negara Kementerian 
Keuangan Thailand. 


10 Vietnam Mr. Vu Ho Wakil Dirjen Departemen ASEAN 
Kementerian Luar Negeri Vietnam. 


Bagi pemerintah negara-negara anggota ASEAN, Deklarasi ini dianggap sebagai 
capaian besar setelah pada tahun 2009 ASEAN membentuk Badan HAM ASEAN 
(AICHR). Namun demikian, apabila mencermati proses dan hasil pembentukan 
Deklarasi HAM ASEAN dapat dikatakan bahwa Deklarasi ini hanya sebagai basa-basi 
untuk memberikan pembenaran bahwa negara-negara ASEAN telah menghormati dan 
menjunjung tinggi HAM. Padahal Deklarasi HAM ASEAN justru masih jauh dibawah 
standar HAM internasional dan tidak dapat untuk memenuhi tujuan promosi dan 
perlindungan HAM di ASEAN secara maksimal. 


Salah satu yang paling mengganjal dalam Deklarasi HAM ASEAN adalah bahwa 
persoalan hak-hak asasi manusia akan dipertimbangkan dalam “konteks regional dan 
nasional”. Dengan kata lain, penghormatan, promosi, perlindungan, dan pemenuhan 
HAM sangat bergantung pada pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh ASEAN 
secara kolektif dan oleh negara-negara anggota ASEAN secara mandiri. Dengan 
demikian, bukannya pemajuan HAM dengan standar universal yang diperoleh dari 
Deklarasi ini, tetapi justru pembatasan kolektif atas nama prinsip non-interference. 
Prinsip non-interference yang diadopsi oleh ASEAN hanya akan menjauhkan harapan 
akan adanya mekanisme pertanggungjawaban negara dalam berbagai peristiwa 
pelanggaran HAM di tingkat regional ASEAN. 


Deklarasi HAM ASEAN juga menegaskan dianutnya prinsip moralitas publik dan 
kekhasan nasional sebagai standar untuk melakukan pembatasan hak asasi manusia di 
kawasan ASEAN. Meletakkan moralitas publik sebagai standar pembatasan HAM jelas 
merupakan kelalaian fatal, karena pendefinisiaannya yang begitu subjektif, sehingga 
membuka celah yang besar bagi penyalahgunaan.“Hal-hal mendasar lainnya ialah 
tidak adanya jaminan dan mekanisme perlindungan hak-hak lesbian, gay, biseksual, 
dan transgender, serta hak-hak masyarakat adat. Kualitas Deklarasi HAM ASEAN yang 
jauh dari standar HAM Internasional ini, dinilai sebagai buah ketertutupan dari AICHR 
dalam menyusun deklarasi ini, khususnya dari partisipasi masyarakat sipil. 


Kilas Balik dan Potret Kinerja AICHR | 


2. Pembahasan studi HAM tematik di ASEAN 


Mengacu pada Pasal 4 angka 4.12 ToR, AICHR salah satunya diberikan tugas untuk 
membahas isu-isu hak asasi manusia tematik di ASEAN. Banyak usulan dari masyarakat 
sipil terkait dengan studi tematik yang seharusnya dibahas oleh AICHR pada masa awal 
kerja mereka. Akan tetapi, pada 2011 AICHR telah memilih untuk membahas tiga isu 
kajian tematik yang dianggap penting oleh AICHR, meliputi: hak untuk hidup damai (rights 
to peace), tanggungjawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility), dan 
isu mengenai perpindahan penduduk (migration). Dalam perkembangannya, dengan 
berbagai pertimbangan dan sepertinya dipengaruhi oleh makin dekatnya pasar bebas 
ASEAN 2015, AICHR bersepakat untuk terlebih dahulu membahas isu tanggungjawab 
sosial perusahaan sebagai kajian tematik mereka. 


Selanjutnya kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan sebuah 
kerangka acuan, yang ditetapkan pada April 2011 dalam pertemuan ke lima 
AICHR.#Sayangnya, setelah penetapan kerangka acuan tersebut, tidak ada satupun 
informasi ataupun dokumen yang terkait dengan perkembangan pembahasan isu 
tanggungjawab sosial perusahaan oleh AICHR secara resmi dipublikasikan kepada 
publik. Dalam keterbatasan akses tersebut, upaya untuk berkontribusi dan memberikan 
masukan bagi pembahasan kajian tematik tetap dilakukan oleh masyarakat sipil dengan 
menyelangarakan dengar pendapat publik pada 2 Mei 2011 di Jakarta, yang juga 
dihadiri oleh perwakilan AICHR dari Indonesia, Rafendi Djamin. 


Selanjutnya dengar pendapat publik yang kedua dilangsungkan di Bali pada 25 
November 2011, yang diinisiasi oleh gabungan beberapa organisasi masyarakat sipil, 
diantaranya AIPP, IESR, SEACA, dan SAPA Working Group on ASEAN. Dengar pendapat 
publik yang kedua ini memfokuskan pembahasan pada dampak negatif dari aktifitas 
perusahaan multi nasional terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal yang hidup 
di sekitar perusahaan. Selain itu juga dibahas mengenai langkah yang bisa dilakukan 
bila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat atau masyarakat lokal, 
serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi menurut standar hukum internasional 
termasuk proses ganti rugi bila terjadi pelanggaran. 


Dari AICHR sendiri hasil kajian tematik mengenai tanggungjawab sosial perusahaan 
ini selanjutnya diformulasikan sebagai panduan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR 
Guideline) bagi korporasi-korporasi di ASEAN. Hasil ini patut mendapatkan apresiasi, 
meski banyak kritik di beberapa sisi, khususnya perihal adopsi prinsip-prinsip bisnis 
dan hak asasi manusia di dalam panduan tersebut. Selain itu, sampai hari ini publik di 
Asia Tenggara juga masih menanti kebijakan yang akan dikeluarkan oleh AICHR, guna 
melindungi masyarakat ASEAN menjelang pasar bebas ASEAN 2015. 
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3. Respon terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di kawasan ASEAN 


Pada bulan Maret tahun 2010 korban pelangaran HAM dari beberapa negara ASEAN 
yang didampingi oleh KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan) 
membuat pengaduan kepada AICHR. Mereka adalah korban atau keluarga korban 
pelanggaran HAM masa lalu tahun 1965 dan juga keluarga korban kasus kerusuhan 
Mei 1998 di Indonesia. Selain itu ada juga keluarga korban pembunuhan wartawan dari 
Philipina dan beberapa korban pelangaran HAM lainnya dari Myanmar.“ Pada saat 
itu,setidaknya 16 kasus dilaporkan oleh masyarkat sipil kepada AICHR, namun AICHR 
tidak bisa menerima pelaporan tersebut. AICHR beralasan belum memiliki prosedur 
yang mengatur perihal penerimaan pelaporan kasus dari masyarakat sipil. 


Pelaporan kasus ini bertepatan dengan pertemuan perdana perwakilan AICHR 
setelah mereka dilantik pada bulan Oktober 2009. Ketika mereka datang ke sekretariat 
AICHR saat itu, tidak ada satupun perwakilan AICHR yang bersedia menemui mereka. 
Akhirnya hingga akhir 2011 tidak ada satupun informasi yang diterima terkait dengan 
langkah-angkah yang dilakukan AICHR terhadap pelaporan kasus-kasus tersebut. 


Begitu pula pada kasus kekerasan dalam pemilu yang terjadi di Malaysia pada 
tahun 2011, ketika masyarakat sipil di Malaysia yang terbagung dalam Gerakan BERSIH 
melakukan aksi demonstrasi menuntut dilakukanya reformasi pada sistem Pemilu di 
Malaysia. Akibat gerakan ini, sedikitnya 1500 orang ditangkap dan ditahan oleh kepolisian 
Malaysia. Merespon tindakan tersebut, pada 1 Juli 2011 kelompok masyarakat sipil 
menulis surat terbuka kepada AICHR untuk menyikapi peristiwa itu. Sayangnya, terhadap 
surat terbuka tersebut, AICHR tidak memberikan respon yang memadai, bahkan dalam 
bentuk pernyataan resmi sekalipun, apalagi tindakan konkretuntuk menyikapi kasus itu. 
Bahkan, Rafendi Djamin yang saat itu menjabat sebagai ketua AICHR, menyebutkan 
bahwa AICHR tidak mempunyai mekanisme dalam menangani kasus-kasus ataupun 
untuk menerima pengaduan pelanggaran HAM dari masyarakat.”Hingga menjelang 
berakhirnya periode AICHR pertama pada 2012, tidak ada respon apapun dari AICHR 
terhadap semua kasus yang dilaporkan. AICHR berpandangan bahwa mereka tidak bisa 
mencampuri hal-hal yang dipandang sebagai urusan internal dalam negeri pemerintah 
tiap-tiap negara anggota ASEAN.“8 
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Tabel 6:Kasus-kasus pelanggaran HAM di ASEAN yang dilaporkan ke AICHR 


Negara Kasus Respon AICHR 

Brunei Darussalam — Brunei Darussalam mulai menerapkan hukum Belum ada respon AICHR 
Syariah pada 1 Mei 2014. Sultan Brunei terhadap penerapan 
mengklaim hal tersebut sebagai kewajibannya hukum syariah di Brunei 
menjalankan perintah Tuhan. Hukum Syariah Darussalam. 


juga akan berlaku untuk warga non-Muslim. 
Fase pertama dari pemberlakuan Syariah adalah 
penerapan denda atau penjara bagi wanita yang 
hamil di luar nikah, menyebarkan agama-agama 
lain dan meninggalkan shalat Jumat bagi warga 
Muslim. 


Fase kedua akan berlaku setelah satu tahun dari 
fase pertama. Pada fase kedua, Syariah Islam 
menerapkan hukum cambuk dan amputasi bagi 
peminum alkohol. Kemudian fase terakhir akan 
berlaku dua tahun setelah fase pertama. Fase 
ketiga ini menerapkan hukum rajam bagi pezina, 
pelaku sodomi, dan penghina Alguran dan Nabi 
Muhammad. 


Kelompok pegiat HAM internasional menyebut 
langkah Brunei tersebut sebagai suatu langkah 
mundur bagi hak asasi manusia, khususnya 

di kawasan Asia Tengara. Juru bicara Kantor 
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, 
Rupert Colville menyebutkan, berdasarkan 
hukum internasional, merajam orang sampai mati 
merupakan penyiksaan atau perlakuan kejam, 
tidak manusiawi atau merendahkan martabat 
manusia. 


Pegiat HAM internasional mengatakan 
pemberlakuan hukuman mati terhadap pelaku 
hubungan seks sesama jenis di Brunei adalah 
sesuatu yang mengerikan dan menjijikkan. PBB 
menyebutkan hukum syariah yang akan dilakukan 
di Brunei ini dapat mendorong terjadinya tindak 
kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. 


Kamboja Pada 22 Mei 2012 aparat kepolisian Kamboja Tidak ada respon dari 
menangkap dan mempidanakan 13 aktifis AICHR terkait dengan 
dalam aksi protes yang mereka lakukan peristiwa tersebut. 


guna memperjuangkan hak ganti rugi akibat 
penggusuran di kawasan danau Boeung Kak, 
Phnom Penh, Kamboja. 


Dalam aksi yang melibatkan 80 orang perempuan 
tersebut sedikitnya 6 orang terluka akibat 
penganiayaan yang dilakukan oleh petugas. 13 
orang diantaranya kemudian didakwa dengan 
pasal perusakan terhadap fasilitas negara. 
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Sebelumnya, pada tahun 2007, pemerintah 
Kamboja memberikan konpensasi terhadap 
mereka yang tinggal di wilayah Danau Boeung 
Kak, melalui konsesi lahan seluas 12,44 hektar. 
Lahan di wilayah danau Boeung Kak tersebut 
kemudian diserahkan kepada pihak pengembang 
swasta, Shukaku. Sebanyak 4.000 keluarga yang 
tinggal di sekitar danau tersebut telah digusur 
paksa. Konpensasi tersebut ternyata tidak 
mencakup seluruh keluarga yang telah diusir dari 
rumah mereka. 


Para perempuan yang pernah tinggal di kawasan 
Boueng Kak tersebut kemudian menggalang 
dukungan dan aksi untuk menuntut hak-hak 
mereka yang belum diberikan oleh negaranya. 
Aksi protes tersebut berujung pada penangkapan 
terhadap 13 aktifis yang keseluruhannya adalah 
perempuan, mereka adalah:Tep Vanny (31), 
Cheng Leap (45), Heng Mom (41), Bov Sophea 
(36), Ngoun Kimlang (54), Nget Khun, (72), 

Phan Chhunreth (54), Tol Srey Pov (35), Kong 
Chantha (41), Soung Samai (53), Song Srey Leap 
(24), Chan Navy (57), Tho Davwy (25). 


Pengadilan Kamboja kemudian memutuskan 
ke 13 orang tersebut bersalah atas perusakan 
fasilitas publik dan dijatuhi hukuman 30 bulan 
penjara, termasuk seorang nenek yang berusia 
72 tahun (Nget Khun). 


Indonesia Polemik keberadaan GKI Yasmin, di kota Bogor, Tidak ada respon dari 
Indonesia bermula dengan adanya penolakan AICHR terkait dengan 
oleh 30 orang warga Kelurahan Curug Mekar peristiwa tersebut. 


pada tanggal 10 Januari 2006. Pada tanggal 22 
Januari 2008, Muspika (Musyawarah Pimpinan 
Kecamatan) beserta 80 tokoh masyarakat 
Kelurahan Curug Mekar mengadakan rapat dan 
hasilnya pada tanggal 25 Januari 2006 mereka 
melayangkan surat kepada walikota Bogor 

untuk mencabut IMB GKI Yasmin. Alasan yang 
mereka sampaikan adalah adanya dugaan 
pemalsuan tanda tangan warga pendukung untuk 
memperoleh IMB pembangunan GKI Yasmin. 
Menanggapi permintaan warga, IMB GKI Yasmin 
dibekukan melalui Surat Kepada Dinas Tata Kota 
dan Pertamanan Kota Bogor No. 503/208-DTKP 
Tahun 2008. 


Jemaat GKI Yasmin mengajukan gugatan atas 
keputusan pembekuan IMB gereja mereka ke 
Pengadilan TUN Bandung (2008), Pengadilan 
Tinggi TUN Jakarta (2009), dan Mahkamah 
Agung (2010) yang semuanya dimenangkan 
oleh mereka. Melalui Putusan Pengadilan TUN 
Bandung No. 41/G/2008/PTUN.BDG Tanggal 4 
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September 2008, Putusan Pengadilan Tinggi TUN 
Jakarta No. 241/B/2008/PT.TUN.JKT Tanggal 

11 Februari 2009, dan Putusan Peninjauan 
Kembali Mahkamah Agung No. 127 PK/TUN/2009 
Tanggal 9 Desember 2010, surat Ka. DTKP Kota 
Bogor No. 503/208-DTKP Perihal Pembekuan 

Izin tertanggal 14 Februari 2008 dibatalkan 

dan Kepala DTKP mencabut surat pembekuan 
tersebut. Walikota Bogor menerbitkan SK No. 
503.45-135 Tahun 2006 Tanggal 8 Maret 2011 
untuk mencabut surat pembekuan IMB. 


Tanggal 20 Januari 2011, Pengadilan negeri 
Bogor mengeluarkan putusan No. 265/ 
Pid.B/2010/PN.Bgr yang menyatakan bahwa 
Munir Karta, yang kala itu menjabat sebagai 
Ketua RT, bersalah karena telah melakukan 
pemalsuan tanda tangan warga dan penipuan 
dalam meminta persetujuan warga pada 

saat proses perizinan pembangunan gereja 
Yasmin. Menanggapi putusan tersebut, Walikota 
Bogor menerbitkan Surat Keputusan No. 645.45- 
137 Tahun 2011 tentang Pencabutan IMB GKI 
Yasmin pada tanggal 11 Maret 2011 dengan 
alasan adanya pemalsuan tanda tangan oleh 
Munir Karta. Mayoritas warga perumahan Taman 
Yasmin dan masyarakat Kota Bogor mengeluhkan 
kisruh pembangunan rumah ibadah Gereja 
Kristen Indonesia (GKI) Yasmin. Konflik tersebut 
dinilai sangat mengganggu kenyamanan serta 
aktivitas mereka, apalagi ketika terjadi unjuk rasa 
dan blokade jalan oleh aparat keamanan. Namun, 
sebenarnya warga yang berdekatan dengan 
gereja tidak keberatan dengan keberadaan 
gereja di dekat rumah mereka. 


Laos Sombath Somphone, aktivis pembangunan dan Tidak ada respon dari 
lingkungan di Laos, hilang sejak 15 Desember AICHR terkait dengan 
2012. Sombath yang pada saat itu berusia 60 peristiwa tersebut walau- 
tahun diketahui telah dihilangkan secara paksa, pun beberapa organisasi 
setelah sebuah rekaman kamera keamanan HAM internasional telah 
menunjukkan ia diciduk dari kantor polisi di kota mendesak AICHR untuk 
Vientiane. Namun pemerintah Laos beralasan berbuat sesuatu dalam 
bahwa Sombath diculik karena masalah pribadi kasus Sombath. 


atau pertikaian bisnis.Sombath Somphone juga 
memperjuangkan pendidikan bagi remaja dan 
hak-hak penduduk miskin. Pertengahan 1990- 
an ia mendirikan Participatory Development 
Training Center (PADETC), salah satu lembaga 
swadaya masyarakat yang pertama di Laos. 
Tahun 2005 ia menerima penghargaan Ramon 
Magaysay untuk kegiatannya dalam perlindungan 
lingkungan. Ia ikut aktif mengorganisasi Forum 
Asia-Eropa menjelang pertemuan puncak ASEM 
bulan Oktober 2012 di Vientiane. Terkait dengan 
kasus penghilangan paksa terhadap Sombath, 
pada bulan Januari 2013, ASEAN Parliement for 
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Human Rights (APHR) mengirimkan delegasi, 
yakni Charles Santiago dari parlemen Malaysia, 
Lily Wahid dari DPR Indonesia, dan Walden Bello 
dari parlemen Filipina. Mereka secara khusus 
diutus ke Laos untuk menanyakan tentang kasus 
penghilangan Sombath Somphone. Pejabat 
tinggi pemerintah Laos menyangkal mengetahui 
penghilangan maupun keberadaan Sombath 
saat itu. Tekanan PBB dan dunia internasional 
sebernarnya dapat dilakukan mengingat Laos 
sudah menandatangani Konvensi PBB tentang 
penghilangan orang secara paksa (International 
Convention for the Protection of All Persons from 
Enforced Disappearance). 


Malaysia Pada hari Sabtu, 9 Juli 2011 rakyat Malaysia Tidak ada respon dari 
menggelar aksi besar untuk menuntut AICHR terkait dengan 
pelaksanaan Pemilu 2012 yang jujur dan adil. peristiwa tersebut. 


Aksi tersebut dilaksanakan di Stadion Merdeka, 
Kuala Lumpur. Aksi tersebut dinamakan aksi 
BERSIH. 


Peserta aksi terdiri dari beragam latar belakang, 
baik usia, etnik, dan pandangan politik. Berbagai 
tokoh oposisi Malaysia turut hadir dalam aksi 
tersebut. Ada Anwar Ibrahim, istrinya Wan Azizah 
Wan Ismail, putrinya Nurul Izzah Anwar, Wakil 
Presiden PKR Azmin Ali, Presiden PAS Abdul 
Hadi Awang serta dua wakilnya, Pemimpin 
BERSIH Datuk Ambiga Sreenevasan, Haris 
Ibrahim, Maria Chin Abdullah, Lim Kit Siang, 

dan Samad Said. Tak ketinggalan pula, Marina 
Mahathir, putri mantan Perdana Menteri Mahathir 
Mohammad. Marina adalah blogger terpandang 
di Malaysia. 


Dalam aksi tersebut rakyat Malaysia meminta 
pemerintah memakai tinta permanen dalam 
pemilu, membuka akses media kepada kandidat 
oposisi, menyediakan setidaknya 21 hari masa 
kampanye, dan menghentikan praktek korupsi 
dan politik kotor. Akibat aksi tersebut, kurang 
lebih 1.600 orang peserta aksi ditangkap selama 
unjuk rasa berlangsung. Nama-nama besar 
dalam panggung politik Malaysia pun terjaring. 
Ada Mahfuz Omar, Salahuddin Ayub, Mohamad 
Sabu, Fauziah Salleh, Tian Chua, Ambiga 
Sreenevasan, Abdul Hadi Awang, Azeez Rahim, 
dan Nur Izzah Anwar.Anwar Ibrahim pun tak luput 
dari tindakan brutal aparat kepolisian Malaysia, 
kepalanya memar terkena pukulan polisi. Seorang 
pengunjuk rasa bahkan meniggal dunia akibat 
sesak nafas setelah ditembak gas air mata di 
depan Kuala Lumpur City Centre, dia adalah Dia 
Baharuddin Ahmad (59). 
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Myanmar Pada Juni tahun 2012 terjadi kerusuhan etnis di Tidak ada respon dari 
negara bagian Rakhine, Myanmar. Kerusuhan ini AICHR terkait dengan 
diawali dengan adanya tuduhan pemerkosaan peristiwa tersebut. 
yang dilakukan oleh beberapa lelaki Muslim 
terhadap seorang wanita beragama Buddha. 

Hal ini kemudian menjadi pemicu ketegangan 
antara kelompok Buddha Rakhine dan minoritas 
Rohingya yang memeluk agama Islam. 100 orang 
dari etnis Rohingya terbunuh, ratusan rumah 
dibakar, serta sedikitnya 75 ribu penduduk, 
sebagian besar dari etnis Rohingya, mengungsi 
akibat kekerasan antar-kelompok yang melanda 
negara bagian. 


Kekerasan tersebut kembali meluas pada 
Oktober 2012, jumlah korban tewas akibat 
konflik ini membengkak hingga 200 jiwa lebih, 
dan jumlah pengungsi meningkat melebihi 

110 ribu orang. Dalam beberapa kasus pihak 
berwenang dan aparat keamanan Myanmar di 
Rakhine menunjukan keberpihakannyakepada 
kelompok mayoritas. Selain itu, pemerintah 
maupun kelompok oposisi terkesan membiarkan 
munculnya berbagai retorika ekstrim anti-Muslim 
yang memantik kekerasan.Kekerasan di Rakhine 
menjadi ujian besar bagi pemerintah Myanmar 
yang kini berniat mengedepankan hukum dan 
ketertiban tanpa kembali ke cara-cara otoriter 
masa lalu. Hal ini juga menjadi tantangan bagi 
Aung San Suu Kyi dan Liga Nasional untuk 
Demokrasi yang perlu memperlihatkan komitmen 
yang lebih besar, baik secara umum dan di 
belakang layar, pada hak-hak dasar semua orang 
yang tinggal di Myanmar. 


Philippina Pada bulan November tahun 2009 tragedi Tidak ada respon dari 
mengerikan dalam dunia jurnalistik terjadi di AICHR terkait dengan 
Philippina. Sebanyak 58 orang tewas dibantai peristiwa tersebut. 


dalam konvoi kelompok politik tertentu yang 
sedang menyerahkan beberapa dokumen untuk 
kepentingan Pemilu, dan 32 diantaranya adalah 
wartawan. Pemerintah Philippina menuduh bahwa 
pelaku pembantaian tersebut adalah kelompok 
Ampatuan yang merupakan lawan politik 
kelompok yang sedang berkonvoi tersebut. Andal 
Ampatuan Junior dituduh menjadi perencana 
pembunuhan massal tersebut. Lima anggota 
keluarga Ampatuan lainnya termasuk ayahnya 
yang menjadi gubernur Maguindanao saat itu 
juga menghadapi tuduhan serupa. Peristiwa 
yang lebih dikenal dengan “pembantaian 
Maguindanao” itu tercatat sebagai pembunuhan 
wartawan secara massal dalam satu peristiwa 
tunggal yang terburuk sepanjang sejarah. 
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Singapore Pada 26 November 2012, sopir bus yang Tidak ada respon dari 
mayoritas pekerja migran dari daratan China AICHR terkait dengan 
melakuka mogok kerja di perusahaan mereka di peristiwa tersebut. 
Singapura. Mogok bermula ketika pengemudi bus 
(SMRT) yang berasal dari China menolak untuk 
dijemput dari asramanya menuju depo bus untuk 
menjalankan tugasnya. Sebagian dari mereka 
tidak mengetahui bahwa mogok kerja adalah 
ilegal menurut hukum di Singapura. 


Aksi tersebut dianggap ilegal oleh Kementrian 
Tenaga Kerja Singapura, yang kemudian 
memberi peringatan bahwa siapapun akan 
dinyatakan bersalah bila ikut protes dan akan 
dikenai denda serta hukuman hingga satu tahun 
kurungan penjara. 


Mogok kerja ini merupakan pemogokan pertama 
di Singapura sejak tahun 1986. Pemogokan yang 
dilancarkan oleh sekitar 150 sopir yang berasal 
dari China tersebut, berangkat dari masalah gaji, 
yang mereka nilai lebih rendah dari sesama sopir 
yang berasal dari Malaysia. 


Pemerintah Singapura pun akhirnya mendeportasi 
29 pengemudi bus asal China tersebut dan 
menangkap lima lainnya karena melakukan 
mogok kerja. Menurut otoritas Singapura, mogok 
kerja adalah pelanggaran hukum bagi pekerja 

di bidang jasa, kecuali atasan telah mendapat 
pemberitahuan 14 hari sebelumnya. 


Thailand Pengadilan Pidana di Bangkok menghukum Tidak ada respon dari 
Somyot Prueksakasemsuk, seorang aktivis AICHR terkait dengan 
politik Thailand yang dituduh menghina monarki peristiwa tersebut. 
Thailand. Somyot ditangkap pada April 2011 dan 
dihukum selama 11 tahun penjara. Hukuman 
ini terkait dengan dua artikel yang dianggap 
menyinggung keluarga kerajaan setelah 
sebelumnya dia ditahan selama lebih dari satu 
tahun tanpa proses hukum. 


Keluarga kerajaan adalah subjek yang sangat 
sensitif dalam pergolakan politik di Thailand. 
Para pengkampanye HAM di Thailand 
mengatakan bahwa hukum kerajaan telah 
dipolitisasi. Tercatat banyak dari mereka yang 
dituduh terlibat dengan gerakan Kaos Merah. 
Berdasarkan undang-undang kerajaan, siapa 
pun yang menghina raja Thailand, Ratu, pewaris 
atau keluarga kerajaan menghadapi hukuman 15 
tahun penjara. 


Selain Somyot, #ese-majeste Thailand juga 
pernah diberlakukan terhadap Daranee 
Charnchoengsilpakul. Daranee dijatuhi hukuman 
15 tahun penjara atas orasinya pada aksi 
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demonstrasi di tahun 2008 yang menentang 
hukum fese-majeste Thailand. Hukum ini dinilai 
melanggar kebebasan berbicara dan menjadi 
alat bagi penguasa untuk menyingkirkan lawan 
politiknya. Cibiran terhadap pemberlakuan hukum 
Iese-majeste kerajaan Thailand semakin manjadi- 
jadi ketika Amphon Tangnopakku, seorang kakek 
berusia 61 tahun divonis 20 tahun penjara karena 
mengirimkan pesan singkat yang menyindir 
kerajaan Thailand kepada kerabatnya. 


Vietnam Penangkapan dan penahanan aktifis yang Tidak ada respon dari 
bergerak melalui media sosial atau internet AICHR terkait dengan 
sering kali terjadi di Vietnam. Mereka umumnya peristiwa tersebut. 


memposting kritikan mereka terhadap pemerintah 
melalui blog di internet. Atas perbuatannya ini 
mereka dituduh melakukan makar terhadap 
pemerintah Vietnam. Para blogger tersebut 
berasalberbagai latar belakang yang berbeda, 
diantaranya aktifis gereja, aktifis lingkungan, 
mahasiswa, dan aktifis sosial lainnya. Mereka 
dituduh bergabung dengan Viet Tan atau Partai 
Reformasi Vietnam yang bagi pemerintah Vietnam 
dianggap sebagai organisasi terlarang/terorisme. 
Mereka dituduh menerima pelatihan dalam 
perjuangan tanpa kekerasan dan keamanan 
internet dan komputer dari sebuah partai pro- 
demokrasi yang berbasis di Amerika Serikat. 


Pemerintah Vietnam seringkali menggunakan 
tuduhan menyebarkan propaganda anti- 
pemerintah dan makar untuk membungkam 
pembangkang dan perdebatan politik. Mereka 
juga menggunakan pengadilan dan hukum 
pidana sebagai alat penindasan.Salah satunya 
adalah kasus yang menimpa Nguyen Huu Vinh 
(57), atau yang lebih dikenal sebagai Anh Ba 
Sam. Dia ditangkap atas tuduhan menyebarkan 
artikel dengan konten buruk dan informasi 

yang salah yang mengurangi martabat dan 
kepercayaan pada lembaga negara. Menurut 
laporan Reporters Without Borders, Vietnam telah 
menahan sedikitnya 34 blogger. Dibandingkan 
Vietnam, hanya Tiongkok, negara yang 
menempatkan lebih banyak blogger di balik jeruji 
besi penjara. 
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Memerhatikan respon yang nihil dari AICHRterhadap seluruh kasus, yang didalamnya 
terdapat dugaan pelanggaran hak asasi manusia di atas, tentunya menghadirkan 
pesimisme kita semua pada masa depan AICHR. Akan tetapi, serangkaian ganjalan 
paradigmatik serta politis mungkin bisa menjadi pembenar, bagi tumpulnya kinerja 
AICHR periode ini. Selain juga sengkarut hubungan antara mekanisme HAM nasional, 
regional, dan internasional, di negara-negara anggota ASEAN, yang menyulitkan 
bekerjanya sebuah mekanisme HAM. Lepas dari seluruh catatan kelemahan tersebut, 
langkah-langkah yang diambil AICHR setidaknya telah menjadi upaya konstruktif 
dalam konteks pengakuan tiga pilar utama eksistensi dasar hak asasi manusia, yatu 
integritas manusia (human integrity), kebebasan (freedom) dan kesamaan (eguality). 
Dengan kata lain AICHR telah memulai memetakan dan menjalankan pendekatan 
perlindungan HAM sebagai sebuah konstruksi aktif (rights-based approach) dalam 
hal eksistensi perlindungan HAM itu sendiri (bottom up) berdasarkan atas asas 
ketersediaan (availibilit/), kesempatan memperoleh (accessability), asas penerimaan 
(acceptability) dan asas penyesuaian (adaptability) berdasarkan kondisi masyarakat 
madani yang demokratis di ASEAN. Sejumlah keberhasilan kecil di atas, paling tidak 
bisa menjadi warisan AICHR saar ini, untuk pengembangan mekanisme perlindungan 
HAM di ASEAN selanjutnya. Selain itu, rekomendasi-rekomendasi AICHR terhadap 
permasalahan tematis perlindungan HAM ASEAN, seperti permasalahan pelindungan 
anak, perempuan, perdagangan manusia, terorisme dan hak atas pembangunan, juga 
telah menjadi peta jalan advokasi perlindungan HAM tematis di ASEAN yang mampu 
menyentuh kebijakan di level strategis (Negara) dan dalam forum-forum resmi ASEAN. 
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news/2010/01/11/“6E29680”698we-will-engage-civil-society-groups”cE29680699.html, 
diakses pada 9 Mei 2014. 

48 Lihat Kanis Dursin, dalam Loc.Cit. 
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Terbentuknya Komisi HAM Antar-Pemerintah ASEAN (AICHR), yang 
merupakan salah satu mandat dari Piagam ASEAN, telah mendapatkan respon dari 
banyak kalangan, khususnya terkait erat dengan masa depan perlindungan HAM 
di kawasan Asia Tenggara. Beberapa kalangan mengaku optimis dengan evolusi 
mekanisme HAM di ASEAN yang akan terus mengalami penguatan. Sedangkan 
sebagian lainnya, memberikan pandangan sebaliknya, pesimis melihat situasi 
politik-pemerintahan negara-negara ASEAN hari ini, yang sepertinya tidak akan 
mungkin memberikan cukup garansi bagi perlindungan HAM. 


Selama ini, isu yang terkait dengan HAM dianggap sebagai isu yang sensitif 
di dalam perbincangan negara-negara ASEAN, mengingat sejumlah negara 
ASEAN memiliki rekam jejak yang kurang baik dalam perlindungan HAM di 
negara mereka. Dalam waktu yang cukup lama, isu HAM tidak dimasukkan dalam 
agenda pertemuan resmi ASEAN. Mereka menganggap tindakan ini sebagai 
bagian dari cara kerja kebijaksanaan ASEAN, yang menjunjung tinggi prinsip 
non-intervensi. Perlindungan HAM dipandang sebagai urusan internal masing- 
masing pemerintah negara ASEAN.“ 


Menyikapi terbentuknya AICHR, penilaian yang cukup menarik dikemukakan 
oleh Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Navi Pillay. Menurut Pillay, 
pembentukan AICHR merupakan “sebuah langkah maju dan penting ke depan” 
bagi “promosi dan perlindungan HAM” setiap orang yang hidup di lingkungan 
ASEAN. Namun pada sisi lain Pillay juga kecewa karena badan ini—AICHR 
“sangat minim mandat perlindungan (lack of a clear protection mandate)”. 


Senada dengan Pillay, kelompok masyarakat sipil di ASEAN menilai Terms of 
Reference (TOR) yang menjadi kerangka normatif AICHR memperlihatkan adanya 
defisit dalam memenuhi “standar minimum” sebagai suatu sistem regional HAM. 
Hal ini khususnya menyangkut kemampuan badan ini dalam merespon masalah 
HAM yang serius, sebagaimana yang dimiliki oleh badan-badan serupa di tingkat 
regional dan internasional. Akibatnya, situasi ini justru menyediakan medium 
justifikasi bagi beberapa rezim otoriter di ASEAN untuk melakukan suatu “inflasi 
HAM”, di mana gagasan universalitas HAM bisa dimodifikasi dan dikompromikan 
dengan moralitas khusus dan kontroversial seperti “ASEAN values” lewat suatu 
konsensus regional.s' 


Sebuah rezim HAM regional didefinisikan sebagai suatu sistem pengakuan 
atas suatu norma-norma HAM dan prosedur pengambilan keputusan yang 
mengikat negara-negara anggotanya (dalam konteks regional). Pengakuan 
ini berimplikasi pada kesediaan anggotanya untuk mengimplementasikan 


norma-norma tersebut, yang juga disertai dengan kewenangan (mandat) penegakan 
(enforcement).?? Berangkat dari definisi tersebut, artinya suatu mekanisme HAM, baik 
regional maupun internasional adalah dimaksudkan untuk mengoperasionalkan suatu 
gagasan HAM yang abstrak, menjadi sebuah kebijakan yang formal, mengikat, dan 
memiliki daya memaksa bagi anggota-anggotanya. Anatomi dari suatu rezim HAM bisa 
dibedah lewat dimensi normatif (promosi), implementasi, dan kapasitas penegakan, 
meski dengan tata prosedur dan pengorganisasian kerja yang berbeda-beda.s8 Dalam 
konteks penguatan AICHR, menjadi penting untuk belajar dari mekanisme HAM regional 
lainnya, yang telah terlebih dahulu terbentuk, yakni mekanisme HAM regional Eropa, 
Amerika dan Afrika. 


A. Mekanisme HAM regional Eropa 


Sistem HAM regional Eropa, merupakan sistem yang paling maju dalam perlindungan 
HAM regional. Secara hukum, mekanisme HAM Eropa berakar pada dua perjanjian: 
Konvensi Eropa tentang HAM dan Kebebasan Dasar tahun 1953 (Konvensi Eropa) 
dan Piagam Sosial Eropa tahun 1961. Konvensi Eropa menekankan perlindungan 
hak-hak sipil dan politik, sedangkan Piagam menjamin hak-hak ekonomi dan sosial. 
Konvensi Eropa adalah perjanjian komprehensif pertama yang menetapkan prosedur 
pengaduan internasional dan pengadilan internasional untuk perlindungan HAM. Asal- 
usul Konvensi Eropa sendiri muncul dalam Kongres Eropa tahun 1948, yang menyetujui 
untuk mempertimbangkan proposal untuk pembentukan Piagam HAM Eropa. Konvensi 
Eropa menciptakan sebuah filsafat umum kerangka kerja untuk mengkonsolidasikan 
persatuan di antara negara-negara Eropa yang demokratis, yang muncul dari kengerian 
Perang Dunia II, dan untuk menegakkan hak-hak tertentu dari Deklarasi Universam HAM, 
sebagai perlindungan terhadap kebangkitan rezim dikatator yang agresif dan represif. 


A.H.Robertson (1982) menjelaskan, Konvensi Eropa muncul sebagai “reaksi 
terhadap Nazi,” dan “pertahanan terhadap segala bentuk totalitarianisme.”8 Konvensi 
Eropa adalah “kerangka ideologis umum untuk mengkonsolidasikan persatuan negara- 
negara demokrasi Barat dari ancaman komunis.” Pemimpin Eropa percaya bahwa 
selama HAM dihormati, demokrasi akan aman, serta bahaya kediktatoran dan perang 
dapat dihindarkan. Kekuatan sistem Eropa berasal dari persyaratan hanya negara- 
negara yang menganut demokrasi pluralistik dan the rule of law yang dapat menjadi 
anggota Dewan Eropa dan penandatangan Konvensi.!8 Secara detail beberapa faktor 
yang melatar belakangi munculnya Konvensi ini antara lain adalah: pertama, adanya 
trauma kolektif terjadinya pelanggaran HAM massif di kawasan ini: kedua, adanya 
evaluasi terhadap metode penyelesaian Perang Dunia I lewat Versailles Treaty yang 
gagal, di mana penghukuman terhadap Jerman tidak membawa efek jera sehingg diubah 
menjadi pembentukan suatu komitmen HAM kolektif, dan ketiga, adanya kebutuhan 
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bagi negeri-negeri Eropa Barat untuk memperjuangkan suatu “identitas Eropa' yang 
dikompetisikan dengan nilai-nilai “Eropa lain” versi Uni Sovyet dan sekutu-sekutunya.” 


Sistem HAM Eropa ini mengalami evolusi baik dalam konteks standard setting 
maupun mekanisme penegakannya. Pada awal penyusunan draf ECHR —sebagai fondasi 
kerangka hukum HAM Eropa- muncul perdebatan sejauh mana mekanisme regional ini 
bisa bersinggungan dan bergesekan dengan kedaulatan nasional anggota-anggotanya. 
Sebagai hasil kompromi adalah terbentuknya suatu mekanisme HAM regional bicameral 
(dua tingkatan), di level pertama adalah mekanisme European Commission of Human 
Rights dan sebagai level kedua adalah European Court of Human Rights (ECtHR). Pada 
awalnya anggota (High Contracting Parties) dari Dewan Eropa bisa tidak mengakui 
kewenangan European Court, namun mekanisme European Commission mengikat 
semua anggota. 


Sistem dua kamar ini baru direformasi —berdasarkan Protokol No. 11 dari ECHR 
yang mulai berlaku pada November 1998- dengan European Court sebagai satu- 
satunya badan guasi-judicial dan mengikat semua anggota Council of Europe.5? Dalam 
sistem regional yang lama, seorang individu yang merasa dirinya menjadi korban 
pelanggaran HAM tidak bisa langsung membawa masalahnya kepada ECtHR. Namun 
semenjak November 1998, mekanisme penerimaan pengaduan atau keluhan ke ECtHR 
dari seseorang yang merasa menjadi korban (dan juga pengaduan dari suatu anggota 
ke anggota yang lain) bersifat wajib (mandatory) bila memenuhi kriteria tertentu. 


Guna menjalankan mekanisme tersebut EctHR diberikan wewenang antara lain: 
Pertama, badan ini bisa menerima, memeriksa, dan membuat suatu putusan -yang 
harus dipatuhi oleh negara yang bersangkutan- berdasarkan suatu pengaduan yang 
diajukan oleh mereka yang merasa haknya —yang ditegaskan oleh European Convention 
on Human Rights/ECHR dan Protokol-Protokolnya (tergantung ratifikasi)- dilanggar oleh 
suatu negara anggota Dewan Eropa dan mengalami suatu kerugian yang signifikan 
(significant disadvantage). Prosedur ini, yang sering disebut sebagai suatu mekanisme 
individual complaint, hanya bisa diterima oleh ECtHR ini bila semua prosedur hukum yang 
tersedia di level domestik (nasional) telah ditempuh (exhaustion of domestic remedy) 
oleh individu tersebut.8'Kedua, European Court juga bisa menerima, memeriksa, dan 
memutuskan suatu perkara yang diajukan oleh suatu atau beberapa negera anggota 
Dewan Eropa terkait gugatanya terhadap negara anggota yang lain. Mekanisme ini 
disebut sebagai inter-state complaint.' 


Dalam mandatnya sebagai suatu mekanisme HAM regional, ECIHR tidak 


menjalankan fungsi peradilan pidana (karena subjek pertanggungjawabannya negara). 
Putusan ECtHR biasanya berujung pada pemberian kompensasi, restitusi, rehabilitasi, 
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atau seruan bagi negara terkait untuk mengubah, memodifikasi, atau membatalkan suatu 
kebijakan legalnya bila terbukti menjadi faktor penyebab terjadinya suatu pelanggaran 
HAM. Dalam konteks yang terakhir ini, peran dari EctHR dianggap sebagai alat uji atau 
judicial review suatu undang-undang atau produk hukum yang dianggap bertentangan 
dengan ECHR. Keputusan (judgment) dari ECtHR ini bersifat final dan mengikat bagi 
negara bersangkutan dan penegakan (enforcement) dari keputusan tersebut —termasuk 
memastikan negara bersangkutan membayar kompensasi kepada individu korban- 
dikawal dan diawasi oleh The Committee of Ministers of the Council of Europe, salah 
satu badan pengambil kebijakan tertinggi di dalam struktur Dewan Eropa.8? 


Dalam konteks partisipasi masyarakat sipil, sistem Eropa tidak memberikan hak 
secara independen kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM), untuk mengajukan 
aplikasi, kecuali mereka sendiri menjadi korban pelanggaran dari Konvensi. Namun 
demikian, mereka bisa terlibat dalam forum konsultatif, sebagaimana dijelaskan dalam 
pedoman pemberian status konsultatif kepada sekelompok LSM, yang dikeluarkan tahun 
1954 oleh Komite Menteri. Sampai saat ini, setidaknya sudah lebih dari 350 LSM yang 
telah diberikan status oleh Komite Menteri. Dengan status ini, LSM-LSM tersebut dapat 
terlibat dalam: (i) penyusunan rancangan suatu konvensi, (ii) membantu pemohon untuk 
melengkapi aplikasi dan memberikan bantuan hukum di Pengadilan: (iii) memberikan 
nasihat hukum kepada para korban, membantu mereka dalam merumuskan aplikasi 
dan dalam menemukan argumen yang memadai, dan menyarankan pengacara yang 
kompeten yang mampu mewakili para korban, (iv) dapat mengambil bagian dalam 
proses intervensi pihak ketiga (amicus curiae), dan (v) menyebarkan pengetahuan 
tentang Konvensi Eropa. 


B. Mekanisme HAM regional Amerika 


Berbeda dengan sistem HAM regional Eropa yang terus mengalami penguatan, 
sistem HAM Inter-Amerika mengalami perkembangan yang relatif problematik. Hal ini 
antara lain disebabkan oleh munculnya rezim-rezim otoriter yang menghasilkan suatu 
periode pelanggaran HAM yang sistemik di kawasan ini, minimnya sumberdaya, 
khususnya pendanaan, mengingat sebagian besar anggotanya merupakan negeri- 
negeri berkembang: dan hegemoni ekonomi-politik Amerika Serikat."' Sistem HAM 
Inter-Amerika dimulai tidak berdasarkan kebutuhan suatu mekanisme penegakan 
HAM, namun diawali dengan komitmen yang bersifat deklaratif. Bersamaan dengan 
diadopsinya Piagam OAS pada April 1948, yang juga melahirkan American Declaration 
of the Rights and Duties of Man. 


Selanjutnya baru pada tahun 1959, Komisi Inter-Amerika tentang HAM diciptakan 
di bawah naungan dari OAS, dan pada tahun 1969, Konvensi Amerika tentang HAM 
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diadopsi oleh OAS, untuk diimplementasikan oleh Komisi Inter-Amerika. Konvensi 
Amerika mulai berlaku pada tahun 1978, dan seperti Konvensi Eropa, dalam 
pelaksanaannya disediakan pengawasan oleh sebuah Komisi dan Pengadilan HAM 
Inter-Amerika (didirikan pada tahun 1979). Sistem perlindungan HAM Inter-Amerika 
tumbuh sebagai kelanjutan dari masa krisis ekonomi dan kekacauan politik, yang dipicu 
oleh pemerintahan represif, rezim diktator dan militer di Amerika Latin dan Karibia, yang 
banyak dipertahankan hingga tahun 1980-an. 


Standard setting dari sistem ini secara umum ada pada dua instrumen utama, 
American Declaration of the Rights and Duties of Manf/ADRDMdan American Convention 
on Human Rights/ACHR.8$ ADRDM memuat pengakuan HAM baik hak sipil-politik, 
maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu ADRDM juga menegaskan 
sejumlah kewajiban seorang individu (duties of man). Pengakuan dari ADRDM tersebut 
kemudian dikembangkan pada ACHR, yang lebih mengelaborasi kategori hak-hak sipil- 
politik, dan Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area 
of Economic, Social and Cultural Rights (Protocol of San Salvador), diadopsi pada 
November 1988 yang menitikberatkan pada hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Di 
bawah instrumen ini setiap negara yang meratifikasi harus membuat laporan reguler 
dalam mengimplementasikannya. 


Salah satu hal yang unik dari sistem HAM Inter-Amerika ini adalah adanya beberapa 
katalog hak asasi yang punya dimensi berbeda dengan norma-norma internasional 
mengingat adanya kekhasan corak sosial, politik, dan kultural di sana. Hak-hak tersebut 
antara lain: penghilangan paksa yang diakui sebagai kategori pelanggaran HAM yang 
otonom, hak atas sebuah nama, hak untuk menjawab karena keberatan akan suatu 
berita atau pernyataan di ruang publik yang dianggap merugikan kehormatan atau 
reputasinya, hak untuk kembali dari pengasingan: dan hak hidup yang mencakup 
larangan melakukan aborsi mengingat kuatnya peran politik organisasi Gereja Katolik 
di kawasan ini. 


Serupa dengan sistem Eropa pra-1998, sistem HAM Inter-Amerika hingga kini terdiri 
dari sistem dua kamar, terdiri dari Pengadilan HAM regional (Inter-American Court 
of Human Rights/IACtHR) dan suatu Inter-American Commission on Human Rights/ 
IACHR. Sistem HAM Inter-Amerika ini juga bekerja di bawah suatu regionalisme politik, 
yaitu Organization of American States/OAS yang anggotanya berjumlah 35 negara. 
Mekanisme Pengadilan HAM Inter-Amerika/AICtHR hanya memiliki juridiksi atas negara 
yang telah meratifikasi American Convention on Human Rights/ACHRS' (dikenal juga 
sebagai Pact of San Jose) dan mengakui kewenangan AICtIHR.88 AICIHR merupakan 
organ dari ACHR. 
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Sementara itu Komisi HAM Inter-Amerika/IACHR merupakan suatu organ otonom 
dari OAS yang juridiksi kerjanya menjangkau semua negara anggota OAS. Apabila 
suatu negara anggota anggota OAS telah meratifikasi ACHR maka Komisi HAM Inter- 
Amerika akan menggunakannya sebagai kerangka kerja, sementara untuk negara 
anggota yang belum meratifikasi akan digunakan ADRDM sebagai alat kerjanya dan 
bisa terus berlanjut kepada Pengadilan HAM Inter-Amerika bila negara bersangkut 
mengakui juridiksinya.” 


Komisi HAM Inter-Amerika/IACHR terdiri dari 7 komisioner —bekerja dalam kapasitas 
personal- yang bisa berasal dari negara anggota OAS terlepas apakah negara 
tersebut sudah meratifikasi ACHR atau belum. IACHR memiliki dua tingkatan mandat 
yang ditentukan oleh posisi ratifikasi suatu negara anggota terhadap ACHR. Mandat 
umum IACHR —yang berlaku terhadap semua negara anggota OAS- adalah: membantu 
meningkatkan kepedulian HAM kepada publik Amerika: membuat rekomendasi kepada 
masing-masing negar anggota berdasarkan hasil pengamatannya, membuat studi atau 
laporan: meminta klarifikasi dari negara anggota atas rekomendasi yang diberikan: 
membantu kinerja HAM negara anggota lewat proses konsultasi bila diminta, membuat 
laporan tahunan kepada Majelis Umum OAS, melakukan kunjungan lapangan atas 
permintaan suatu negara anggota, dan mengajukan anggaran kepada Sekretaris 
Jendral OAS untuk diajukan ke Majelis Umum OAS. 


Sementara itu IACHR mandat tambahan berdasarkan ACHR yang berlaku buat 
negara anggota OAS yang telah meratifikasinya adalah: 


1. Menindaklanjuti suatu petisi (pengaduan atau keluhan) dari para individu atau 
kelompok yang merasa haknya dilanggar oleh suatu negara anggota OAS. 
Serupa dengan mekanisme Eropa, petisi tersebut hanya bisa diterima bila 
semua jalur legal di tingkat domestik (nasional) telah ditempuh dan paling 
lambat 6 bulan setelah putusan jalur domestik bersifat final. Petisi tidak bisa 
bersifat anonim. 

2. Bisa hadir dalam sidang di Pengadilan HAM Inter-Amerika/IACtHR. 

3. Bisa meminta suatu tindakan sementara dari IACIHR untuk merespon suatu 
situasi darurat dalam mencegah terjadinya kerugian yang baru. 

4. Berkonsultasi dengan IACIHR untuk menafsirkan ACHR atau hukum-hukum 
HAM internasional lainya terkait perlindungan HAM di negeri-negeri Amerika. 

5. Mengajukan Protokol Tambahan dari ACHR kepada Majelis Umum OAS. 

Mengajukan amandemen ACHR kepada Majelis Umum OAS. 

7. Bisamenerimapengaduan antar-negara bila negara anggota OAS bersangkutan 
mengakui kewenangan IACHR ini. 


» 
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Tingkatan terakhir dari mekanisme HAM Inter-Amerika ada pada Pengadilan 
HAM-nya (IACIHR) yang berlaku hanya kepada negara-negara peratifikasi ACHR dan 
mengakui kewenangannya. IACtHR ini terdiri dari 7 hakim yang bisa berasal dari negara 
anggota OAS manapun dan bekerja dalam kapasitas personal dan tidak boleh memiliki 
status sebagai pejabat publik. IACtHR ini memiliki mandat memutuskan suatu pengaduan 
individual yang telah diterima oleh IACHR dan tidak menemukan suatu kesepakatan 
damai antara pengadu dengan negara yang diadukan.” Keputusan (judgment) dari 
IACtHR bersifat final dan mengingat negara bersangkutan. 


c. Mekanisme HAM regional Afrika 


Lahirnya mekanisme HAM regional Afrika tak lepas dari keberadaan Organisasi 
Persatuan Afrika (OAU) yang dibentu pada tahun 1963. OAU adalah organisasi 
antar-pemerintah yang terutama didedikasikan untuk pemberantasan kolonialisme 
dan kesatuan negara-negara Afrika. Menurut Piagam OAU, tujuannya termasuk 
mempromosikan solidaritas di antara negara-negara Afrika, menjaga independensi, 
kedaulatan, dan integritas teritorial, dan melawan neo-kolonialisme dalam segala bentuk. 
OAU adalah organisasi “state centric' yang didasarkan pada prinsip-prinsip integritas 
teritorial dan non-interference dalam urusan internal negara lain." 


Mekanisme HAM Afrika ditandai dengan keluarnya the African Charter on Human 
and Peoples' Rights (juga dikenal sebagai Banjul Charter), yang diadopsi pada 1981 
oleh Majelis Kepala Negara dan Pemerintahan OAU, dan mulai berlaku pada 21 Oktober 
1986. Capaian ini dianggap merupakan suatu oase kemajuan di tengah-tengah situasi 
HAM yang relatif masih buruk, kemiskinan yang akut, dan beberapa bahkan masih di 
bawah kediktaktoran di benua ini. Lamban dan belum efektifnya sistem HAM regional di 
Afrika ini masih dianggap bisa ditolerir dengan keberadaan suatu badan HAM regional, 
meski disadari hanya memiliki otoritas terbatas dan nyaris hanya ada di atas kertas.” 


Standard setting norma HAM Afrika dibangun berdasarkan the African Charter on 
Human and Peoples' Rights dan Protokol Tambahannya tentang hak-hak perempuan 
(Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Women 
in Africa).' Selain itu di Afrika juga terdapat konvensi HAM lainnya seperti African 
Charter on the Rights and Welfare of the Child (tentang hak-hak anak) dan OAU 
Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa (tentang hak- 
hak pengungsi). 


Hal yang unik dari standard setting HAM Afrika ini adalah diakuinya suatu kategori 


hak-hak asasi kolektif -sebagai respon terhadap hak-hak asasi individual versi Barat- 
yang disebut sebagai 'peoples' rights'. Hak-hak tersebut adalah: hak atas persamaan, 
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hak atas keberadaan suatu bangsa, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri, hak 
untuk mendapat bantuan dalam perjuangan pembebasan melawan intervensi asing 
(berupa intervensi politik, ekonomi, dan budaya), hak rakyat untuk menggunakan sumber 
daya alamnya, hak rakyat atas pembangunan ekonomi, sosial, budaya, hak rakyat 
menikmati perdamaian dan keamanan baik di tingkat nasional maupun internasional, 
dan hak rakyat atas lingkungan hidup mereka. 


Di tingkatan pengawasan dan penegakan, mekanisme HAM Afrika mengandalkan 
pada dua badan, Komisi HAM Afrika (ACHPR) dan Pengadilan HAM Afrika (AfCHPR). 
ACHPR ini terdiri dari 11 komisioner yang bekerja atas kapasitas individual dan memiliki 
mandat promosi, proteksi, dan menginterpretasikanthe African Charter on Human and 
Peoples' Rights. Mandat promosi ACHPR adalah: mengumpulkan dokumen, membuat 
kajian dan penelitian akan isu HAM di Afrika, melakukan diseminasi tentang isu HAM, 
melakukan kerja sama dengan institusi lokal dan internasional, memberikan rekomendasi 
kepada para pemerintah, membuat standard setting norma HAM, dan menerima secara 
reguler laporan-laporan HAM dari negara-negara anggota Uni Afrika. 


Sementara itu mandat proteksi ACHPR mencakup penanganan komunikasi 
antar-negara (inter-State communication) yang menyerupai mekanisme inter-state 
complaint pada sistem HAM regional lainnya. Mekanisme proteksi lainnya menerima 
suatu komunikasi dari sumber lain selain dari negara. Tidak eksplisit dijelaskan bahwa 
mekanisme ini merupakan mekanisme keluhan individual (individual complaint) seperti 
pada sistem Eropa dan Inter-Amerika, namun pada prakteknya ACHPR memang 
menerimapengaduan individual dengan kriteria seluruh jalur legal nasional telah ditempuh 
(exhaustion of domestic remedies), menggunakan bahasa yang "tidak menghina”, dan 
jarak waktu yang masuk akal (reasonable periode of time) dari penyelesaian nasional 
yang telah final. 


Sedangkan mekanisme Pengadilan HAM Afrika (AfCHPR) yang berdasarkan 
Protokol Tambahan tersendiri, terdiri dari 11 hakim yang bekerja berdasarkan kapasitas 
individual dan bisa berasal dari negara anggota Uni Afrika manapun terlepas sudah 
meratifikasi Protokol Tambahan Pembentukan Pengadilan HAM Afrika atau belum. 
AfCHPR ini memiliki juridiksi atas 24 negara anggota Uni Afrika yang telah meratifikasi 
Protokol Tambahan Pembentukannya.”3 Saat ini AfCHPR berlokasi di Arusha, Tanzania. 
AfCHPR yang didirikan untuk melengkapi ACHRP memiliki mandat serupa, namun lebih 
rumit, dengan model dua kamar pada sistem HAM Inter-Amerika. 


Mandat AfCHPR terdiri atas mandat wajib (compulsory jurisdiction) dan mandat 


opsional (optional mandate) dalam menangani suatu pengaduan. Mandat wajib dari 
AfCHPR ini adalah: menerima pengaduan atau keluhan dari Komisi HAM Afrika (ACHRP): 
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keluhan dari suatu negara anggota Uni Afrika terhadap negara anggota lain: pengaduan 
dari suatu negara anggota UA yang mewakili individu yang merasa jadi korban, atau 
pengaduaan yang diajukan lembaga inter-pemerintahan Afrika lainnya'?. Sementara 
itu mandat opsional dari AfCHPR bergantung pengakuan atas kewenangan tambahan 
badan ini menurut Protokol Tambahannya (Pasal 34(6)|, adalah menerima pengaduan 
atau keluhan dari suatu organisasi non-pemerintah (NGO) -mewakili individu korban- 
yang memiliki "status observasi”. 


Meski telah dilengkapi oleh struktur institusi yang semakin menyerupai sistem 
Eropa dan Inter-Amerika, sistem Afrika ini efektivitasnya masih jauh dari harapan. Hal 
ini disebabkan oleh ketiadaan sumber daya, komitmen politik yang minim dari negara- 
negara anggota, lemahnya penegakan atas putusan badan-badan HAM tersebut, 
dan masih tumpang tindihnya mandat antara berbagai badan-badan HAM.8' Ada 
anggapan bahwa reformasi institusional dan instrumental dari badan ini tidak didukung 
oleh infrastruktur kelembagaan yang lebih penting, yaitu komitmen dan pembenahan 
mekanisme HAM di tingkatan domestik. 


Tabel 7:Perbandingan AICHR dengan Mekanisme HAM Regional Lainnya 


Isu Regional 
Eropa Inter-Amerika Afrika ASEAN 
Dasar hukum ECHR ACHR ACHPR (Komisi) Piagam ASEAN 
Protokol tentang 
Pembentukan 
Pengadilan Afrika 
tentang Hak Asasi 
Manusia dan Hak 
Rakyat (Pengadilan) 
Bentuk Pengadilan Komisi dan Komisi dan Komisi 
mekanisme Pengadilan Pengadilan 
Komposisi 47 orang Komisi: 11 orang Komisi: 11 orang 
anggota anggota, bertindak anggota yang 
(sesuai dalam kapasitas bekerja dalam 
dengan jumlah pribadi. kapasitas pribadi. 
Negara Pihak 
pada ECHR). Pengadilan: 7 Pengadilan: 11 


orang hakim, orang hakim yang 
bertindak dalam dipilih oleh Negara 
kapasitas pribadi. Anggota Uni Afrika. 
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Masa jabatan 


6 tahun, dapat 


Komisi: 4 tahun, 


Komisi: 6 tahun, 


3 tahun, dapat 


dipilih kembali. dapat dipilih dapat dipilih dipilih kembali 
kembali hanya satu kembali. hanya satu kali lagi. 
kali lagi. 
Pengadilan: 6 Pemerintah yang 
Pengadilan: 6 tahun, dapat dipilih '— menunjuk dapat 
tahun, dapat dipilih kembali hanya satu ' memutuskan, 
kembali hanya satu kali lagi. berdasarkan 
kali lagi. diskresinya, 
untuk mengganti 
perwakilannya 
sebelum habis 
masa jabatan. 
Penetapan ECHR ACHR ACHPR ToR 
mandat dan 
fungsi 
Pengaduan Pasal 34 ECHR Pasal 44 ACHR Pasal 55 ayat (1) Dapat atau tidaknya 
individu ACHPR AICHR menerima 
pengaduan individu 
akan ditentukan 
dalam Rules of 
Procedure. 
Hak-hak ECHR ACHR ACHPR Akan ditetapkan 
substantive (Hak ekonomi, — (Hak ekonomi, (mencakup hak dalam Deklarasi 
sosial dan sosial dan budaya — kolektif, yakni hak HAM ASEAN. 


budaya diatur 
dalam Protokol 
No. 1) 


diatur dalam 
Protokol of San 
Salvador tahun 
1988) 


Sumber: diolah dari berbagai sumber. 
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Terlepas dari proses perumusannya yang sedikit.banyak telah melibatkan 
dan juga mengadopsi masukan dari masyarakat sipil, isi dari ToR AICHR 
sendiri, yang pada dasarnya mengatur mandat dan fungsi, kewenangan, proses 
pengambilan keputusan.dan-bahkan'-soal komposisi dari. komisi Badan HAM 
ASEAN, materinya secara umum bisa dikatakan sangat terbatas. Terdapat 
beberapa kelemahan baik yang bersifat prinsipil, substantif maupun prosedural, 
dalam.materi rumusan ToR AICHR, khususnya jika ditinjau dari sudut pandang 
demorkasi dan perlindungan hak asasi manusia. 


Tinjauan di atas penting, sebab penegakan hak asasi manusia sejatinya 
merupakan penopang terbentuknya negara yang demokratis, beradab, 
dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai hak asasi manusia 
tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai demokrasi lainnya, seperti transparansi, 
akuntabilitas, supremasi hukum, dan juga prinsip keterwakilan masyarakat 
dalam pemerintahan. Sementara bilamana kita melihat problematika mendasar 
dari jaminan perlindungan hak asasi manusia di ASEAN adalah terletak pada 
komitmen politik dari negara-negara ASEAN sendiri, yang sebagian diantaranya 
masih menganut sistem otoritarian. 


Dalam situasi yang demikian, kerap kali hak asasi manusia dituduh sebagai 
ancaman terhadap stabilitas politik dan keamanan bagi sebagian negara anggota 
ASEAN. Akibatnya mereka hanya mau mengadopsi dan menerapkan kewajiban 
pemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM secara minimimalis, bahkan 
sulit terhadap hak-hak sipil dan politik. Padahal kita ketahui, selain menganut 
prinsip unversalisme, HAM juga menganut prinisp interdependensi, di mana 
pelaksanaan suatu hak harus dilakukan bersamaan dengan hak lainnya. Apabila 
pelaksanaan suatu hak timbangannya lebih berat dibanding dengan hak lainnya, 
justru potensial terjadi pelanggaran terhadap hak lainnya. Misalnya, jika suatu 
negara menitikberatkan pada pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya, 
maka kemungkinan besar negara tersebut akan banyak mengenyampingkan 
pemenuhan terhadap hak-hak sipil dan politik. 


Merujuk pendapat Financial Times yang dikemukakan dalam editorialnya, 
November 2007, pada situasi yang penuh kompleksitas kepentingan, khususnya 
politik itulah, ASEAN ingin melahirkan sebuah mekanisme HAM regional, 
mengingat tuntutan global yang makin tak-bisa dibendung. Hasilnya adalah 
badan hak asasi regional yang penuh dengan kompromi dan keterbatasan, 
sehingga tidak optimal dalam mandat dan fungsinya. Beberapa kelemahan 
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mencuat, baik dalam konteks paradigmatik, normatif maupun kelembagaan. 
1. Permasalahan paradigmatik 


Sejumlah permasalahan yang bersifat paradigmatik dalam ToR ACHR setidaknya 
mengerucut dalam tiga elemen: (i) terkait dengan perumusan tujuan AICHR: (ii) prinsip 
yang diacu, dan (iii) perbedaan pandangan di dalam memahami konteks perlindungan 
dan promosi hak asasi manusia. 


a. Inkonsistensi tujuan dari badan HAM ASEAN 


Dalam Pasal 1.6 ToR AICHR disebutkan bahwa salah satu tujuan dari badan ini 
adalah untuk “Menjunjung tinggi standar HAM sebagaimana dijabarkan dalam Deklarasi 
Universal HAM, Program Aksi dan Deklarasi Wina, dan instrumen-intrumen HAM 
internasional di mana negara-negara angota ASEAN merupakan negara pihak”. Namun 
demikian dalam Pasal 1.4 kemudian dikatakan juga bahwa tujuan AICHR ialah untuk 
“Memajukan HAM dalam konteks regional, dengan mempertimbangkan kekhususan 
nasional dan regional, saling menghormati perbedaan latar belakang sejarah, budaya 
dan agama, serta memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban”. 


Dengan adanya dua ketentuan tersebut, dikhawatirkan negara-negara anggota 
ASEAN dapat memberikan pembenaran terhadap pelangaran HAM yang terjadi di 
negaranya berdasarkan argumen bahwa hal tersebut adalah kekhususan regional. 
Apalagi praktiknya selama ini, ASEAN Way selalu dijadikan landasan perihal bagaimana 
ASEAN melaksanakan kerjasama di antara negara-negara anggota ASEAN. Doktrin 
sentral dari ASEAN Way adalah kemerdekaan, kedaulatan, kesejajaran, integritas wilayah 
dan identitas kebangsaan dari seluruh negara-negara anggota ASEAN, tidak campur 
tangan urusan dalam negeri, penghormatan terhadap hak setiap negara anggota 
yang bebas dari intervensi eksternal, subversi, dan paksaan serta penghormatan atas 
perbedaan budaya, bahasa dan agama dari warga ASEAN, dengan memerhatikan 
persamaan nilai dalam semangat perbedaan dalam persatuan. 


b. Ganjalan dari prinsip-prinsip ASEAN 


Prinsip-prinsip di ASEAN yang tercantum dalam ToR AICHR dimungkinkan menjadi 
penghalang bagi AICHR untuk melakukan investigasi terhadap pelanggaran HAM 
yang terjadi di negara-negara anggota ASEAN. Isu ini menjadi hal yang dikritik oleh 
kelompok masyarakat sipil di ASEAN, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 ToR 
AICHR. Ketentuan ini mengatur mengenai prinsip-prinsip yang wajib dijadikan sebagai 
pedoman seperti “penghormatan terhadap kedaulatan, tidak campur tangan urusan 
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dalam negeri dari negara-negara anggota ASEAN dan juga penghormatan terhadap 
hak setiap negara anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya, bebas dari campur 
tangan eksternal, subversif dan paksaan”, Pasal 2.1 (a, b dan c).8 


Ketentuan tersebut disikapi oleh kelompok masyarakat sipil di ASEAN, dengan 
mengingatkan AICHR, bahwa berdasarkan Pasal 2.3 dikatakan “kemajuan untuk 
memajukan dan melindungi HAM dan kebebasan mendasar terletak pada setiap negara 
anggota”. Oleh karena itu ketika sebuah negara gagal memenuhi tanggungjawabnya 
tersebut, maka negara tersebut tidak dapat berlindung di balik prinsip-prinsip di atas 
dan mencegah AICHR untuk melindungi korban pelanggaran HAM. 


Padahal, mengutip pendapat Gillies, dikemukakan bahwa kecenderungan hak asasi 
manusia pasca-Perang Dunia ke-ll telah menggeser prinsip kedaulatan negara yang 
absolute. Menurut Gillies, terdapat lima prinsip panduan dalam melihat “kedaulatan 
negara', yaitu: 


»« Kedaulatan negara tidaklah suci, kedaulatan yang sejati berdiam dalam 
kehendak rakyat, hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 21(3) DUHAM: 
“Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan Pemerintah”. 

« Penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan syarat mutlak bagi 
pemerintahan yang sah. 

“ Kedaulatan negara disalahgunakan dan kehilangan legitimasinya ketika 
mencoba untuk melindungi pelanggaran berat hak asasi manusia atau 
penderitaan manusia yang sangat berat dan disengaja. 

« Prinsip non-intervensi tidak dapat digunakan untuk melarang tindakan 
internasional yang sah untuk melindungi hak asasi manusia. 

“ Komunitas internasional memiliki tugas untuk bertindak untuk menghentikan 
penderitaan manusia dan untuk mengakhiri pelanggaran berat hak asasi 
manusia. 


c. Perbedaan pemahaman konteks perlindungan dan promosi HAM 


Kendala lainnya dalam upaya penguatan kinerja AICHR adalah perbedaan 
cara pandang di antara negara-negara anggota ASEAN terhadap isu promosi dan 
perlindungan HAM. Perbedaan tersebut telah mendorong perbedaan pemahaman 
terhadap tugas AICHR di antara negara-negara ASEAN yang juga menyebabkan fungsi- 
fungsinya ditafsirkan secara berbeda antar-negara ASEAN. Dalam sebuah wawancara 
Mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, Hasan Wirajuda mengatakan, negara-negara 
ASEAN masih takut akan pelaksanaan dan penerapan HAM, khususnya hak-hak sipil 
politik. Ditekankannya, konsensus yang diambil dalam Piagam ASEAN menjadikan 
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semakin rendah dan sulitnya mendapatkan kesepahaman membuat keputusan yang 
terbaik dan maju terkait AICHR. 


2. Permasalahan normatif 


Beberapa permasalahan normatif yang terkait dengan keberadaan ToR AICHR 
antara lain berhubungan dengan masih adanya kesenjangan antara teori dan praktik 
sebagai sebuah mekanisme HAM regional, masih adanya kekaburan norma dan 
mekanisme hukum yang tersedia, serta kemungkinkan terjadinya tumpang tindih dan 
konflik norma. 


a. Kesenjangan antara das sollen dan das sein (teori dengan praktik) 


Adanya kesenjangan antara teori (dalam konteks badan HAM regional) dengan 
situasi faktual khususnya politik negara-negara anggota ASEAN, telah menjadi salah 
satu kendala terbesar bagi AICHR dalam melaksanakan mandatnya. Kesenjangan ini 
dapat dilihat setidaknya dalam tiga bentuk kecenderungan negatif berikut ini: (ijadanya 
limitasi legal personality komisioner AICHR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, 
(il) menguatnya reduksi efektivitas legal personality karena kegamangan mandat dan 
realisasi pencapaian tujuan perlindungan HAM oleh AICHR, dan (iii) melemahnya 
komitmen (low politics) dalam penegakkan perlindungan HAM yang belum menjadi 
orientasi utama kerjasama ASEAN dalam kurun waktu awal berlakunya Piagam ASEAN. 


Kesenjangan juga nampak begitu kentara apabila kita memerhatikan terbatasnya 
kewenangan AICHR dalam perlindungan HAM. Otoritas lembaga ini sebatas pada 
promosi perlindungan HAM dan belum sampai pada kewenangan proteksi HAM di 
wilayah suatu negara anggota. Hal ini menjadiperbedaan mendasar antara das sollen 
dengan das sein yang dimiliki oleh AICHR ketika dibandingkan dengan kewenangan 
badan-badan HAM regional lainnya. Akibat hukum dari kesenjangan tersebut adalah 
terbatasnya efektifitas kewenangan hukum yang hanya berjalan di level strategis dalam 
konteks pembuatan atau perumusan kebijakan perlindungan HAM, namun tidak akan 
efektif dalam pelaksanaannya. Kondisi ini terjadi dikarenakan masalah paradigmatik 
akibat aplikasi dari Pasal 2 Piagam ASEAN yang melarang campur tangan urusan dalam 
negeri pada setiap anggota ASEAN (prinsip non-intervensi). 


Selain itu, ketentuan dalam Piagam ASEAN khususnya Pasal 2 di atas, juga tidak 
mengatur adanya penafsiran tentang kemungkinan pengecualian terhadap aplikasi 
prinsip ini, khususnya yang terkait dengan perlindungan HAM di negara-negara anggota 
ASEAN, yang terkait dengan tindakan pelanggaran HAM yang berat. Dampaknya, 
ketika pelanggaran berat HAM terjadi, seperti tindakan penyiksaan, kejahatan terhadap 
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kemanusiaan, kerja paksa dan pemusnahan penduduk atas dasar perbedaan ras, 
agama, suku, jenis kelamin dan lain sebagainya, AICHR tidak mungkin bisa melakukan 
upaya-upaya hukum untuk mencegah dan/atau melakukan tindakan-tindakan hukum 
tertentu sebagai akibat pelaksanaan ketentuan Pasal 2 tersebut. 


b. Kekaburan norma dan mekanisme hukum 


Secara umum ToR AICHR saat ini dapat dikatakan belum mampu berperan dan 
berfungsi secara efektif dalam mendukung peningkatan budaya hukum, struktur, dan 
substansi hukum dalam sistem hukum nasional negara-negara anggota ASEAN, sebagai 
langkah penguatan perlindungan HAM. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan ToR 
yang mengatur peran dan fungsi AICHR lebih banyak mengarah pada pola hubungan 
negatif dengan norma dan mekanisme perlindungan HAM yang telah ada, baik dilevel 
nasional dan internasional. Identifikasi pola negatif tersebut dapat dibuktikan dengan 
mencuatnya kecenderungan hubungan hukum yang mengeliminasi aspek ketepatan 
dan kesesuaian hukum perlindungan HAM.8& 


Akibat situasi di atas dapat terjadi kekosongan hukum impelementasi perlindungan 
HAM dalam mekanisme ToR AICHR dengan sistem hukum nasional, sebagai akibat 
pengutamaan prinsip kedaulatan negara dan misinterprestasi implementasi asas 
pelengkap dalam ToR AICHR. Hal ini disebabkan oleh dua kondisi pengutamaan 
kedaulatan yang disebabkan oleh perbedaan sistem politik yang diatur dalam konstitusi 
masing-masing negara dan menguatnya sentimen nilai-nilai HAM partikularistik 
berdasarkan konsepsi nilai-nilai Asia. 


Jika dicermati secara kontekstual, formulasi kewenangan perlindungan hukum oleh 
AICHR lebih menekankan pada tindakan perlindungan hukum yang kuratif atas sebuah 
perbuatan-perbuatan atau kejadian hukum pelanggaran HAM yang telah terjadi.?8 Hal 
ini ditambah dengan kecenderungan bahwa perlindungan HAM oleh AICHR yang 
cenderung bersifat pasif (given) dari sebuah premis aktif atas peran dan fungsi Badan 
HAM ASEAN menurut Pasal 14 Piagam ASEAN. Pada kondisi demikian, maka peran dan 
fungsi Badan HAM ASEAN perlu dilakukan penguatan. 


c. Potensi terjadinya tumpang tindih dan konflik hukum 


Perbedaan penyikapan dan penyelesaian pelanggaran HAM dari masing-masing 
anggota ASEAN telah berdampak tentang pentingnya pembentukan mekanisme 
HAM ASEAN yang terintegrasi. Saat ini, dengan perbedaan instrumen hukum antar- 
negara anggota ASEAN, akan sulit untuk mewujudkan keselarasan dalam perlindungan 
dan penegakan HAM. Pada situasi hari ini, kemungkinan konflik hukum dan tumpang 
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tindihnya aturan hukum terkait dengan perlindungan HAM oleh AICHR terletak pada 
dua masalah mendasar yaitu: (i)kesesuaian aturan atau norma perlindungan HAM yang 
terdapat di level nasional dan yang terdapat di level internasional, dan (ii) kesesuaian 
aturan mengenai mekanisme atau prosedur perlindungan HAM yang terdapat di level 
nasional dan internasional. 


Potensi terjadinya konflik norma tersebut telah berakibat pada tiadanya jaminan 
kepastian hukum perihal kewenangan perlindungan hukum yang dimiliki AICHR, 
sebagai pelengkap dari sistem norma dan mekanisme hukum nasional dan internasional 
dan bukan sebagai duplikasi dari norma dan mekanisme yang telah ada. Selain itu, 
tidak adanya suatu pedoman bertindak atau rule of engagement (RoE) yang dimiliki 
oleh AICHR terkait dengan upaya diseminasi HAM yang menjadi domain dari lembaga 
HAM nasional di negara-negara anggota ASEAN (national human rights institutions 
(NHRI), juga menjadi ruang terjadinya konflik norma dalam praktiknya. Termasuk juga 
tidak adanya mekanisme konsultasi dan koordinasi yang dimiliki oleh lembaga swadaya 
masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang perlindungan HAM terhadap AICHR. 


Padahal, kesesuaian aturan atau norma perlindungan HAM tersebut penting berkait 
dengan model konsultasi dan koordinasi yang seperti apakah yang harus dikembangkan 
dan dibuat oleh AICHR. Hal ini mendesak adanya karena terkait dengan eksistensi norma 
perlindungan HAM yang diatur dalam instrumen-instrumen dasar HAM, agar supaya 
tidak terjadi tumpang tindih substansi aturan terkait dengan adanya treaty-based norms 
yang berlaku secara internasional dan/atau telah diratifikasi oleh negara-negara ASEAN. 


Hal yang menarik juga adalah fakta bahwa tidak semua negara anggota ASEAN 
merupakan negara pihak (party states) terhadap keenam istrumen pokok HAM sebagai 
berikut: the International Covenant on Civil and Political Rights 1966(ICCPR), the 
International Covenant on Economic, Socialand Cultural Rights (ICESCR), the Convention 
on the Ellimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD), the Convention against 
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984 (CAT): the 
Convention on the Ellimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), 
dan the Convention on the Rights of the Child (CRC). Hanya Indonesia satu-satunya 
negara anggota yang menjadi negara pihak dari keenam instrumen HAM tersebut. Dalam 
praktiknya, hanya dua intrumen HAM yaitu CERD dan CRC di mana kesemua negara 
anggota ASEAN menjadi anggota. Disparitas keanggotaan terhadap keenam instrumen 
HAM pokok tersebut juga akan berimbas pada model komunikasi dan konsultasi seperti 
yang harus dikembangkan oleh AICHR terkait dengan pemenuhan ketiga kewajiban 
tersebut di level kerjasama ASEAN. 


Kemudian, tumpang tindih aturan juga akan muncul terkait dengan koordinasi 
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dan konsultasi kewenangan perlindungan HAM antara AICHR terhadap lembaga 
bentukan dari keenam instrumen HAM pokok tersebut seperti lembaga Human Rights 
Committee, Committee on Economic and Social Rights, Committee on the Ellimination 
on Racial Discrimination, Committee against Torture, Committee for the Ellimination 
of Discrimination Against Women, dan Committee on the Rights of the Child. Hal ini 
terkait dengan mekanisme perelindungan hukum yang dimiliki oleh mereka dan tidak 
dimiliki oleh AICHR, seperti kewenangan mekanisme pelaporan pelaksanaan Konvensi 
dari negara peserta (reports), penerimaan pengaduan individu (individual complaints), 
pengaduan antar negara (interstate complaints) dan mekanisme lainnya. Termasuk juga 
kewenangan pemeriksaan lapangan (on site investigation) untuk ICCPR, CEDAW dan 
CAT, serta langkah-langkah yang penting dan segera diujudkan (urgent action, early 
warning and interim measures) dalam ICCPR, CEDAW dan CERD. 


3. Permasalahan kelembagaan 


Beberapa persoalan yang berkaitan dengan kelembagaan, dapat dibagi ke dalam 
lima persoalan yang meliputi: (i) peran dan sifat lembaga, (ii) mandat dan fungsi lembaga, 
(iii) komposisi dan independensi anggota, (iv) prosedur pengambilan keputusan, dan (v) 
dukungan fasilitas dan infrastruktur. Selengkapnya diuraikan di bawah ini: 


a. Peran dan sifat AICHR 


Ketentuan Pasal 3 ToR AICHR menyebutkan bahwa AICHR merupakan badan antar 
pemerintah dan bagian integral dari struktur organisasi ASEAN, yang sifatnya sebagai 
sebuah badan konsultasi. Keberadaan ketentuan ini secara nyata telahmembatasi 
peran dan sifat AICHR, yang sebatas menjadi lembaga antar pemerintah dan bersifat 
konsultatif. Peran dan sifat badan HAM yang terbatas ini disebabkan adanya ketakutan 
negara-negara ASEAN seperti Myanmar dan Vietnam yang melihat badan HAM ASEAN 
sebagai sebuah bentuk intervensi dan pintu masuk penyelesaian permasalahan HAM 
dalam negeri. Akibatnya yang terjadi adalah adanya penolakan gagasan peran badan 
HAM sebagai jalan tengah penyelesaian problem nasional yang mendapat sorotan dari 
dunia internasional. 


b. Mandat dan fungsi AICHR 


Ada dua fungsi utama dari AICHR, yaitu untuk melakukan perlindungan dan promosi 
HAM di wilayah ASEAN. Sayangnya, dari 14 mandat dan fungsi AICHR tersebut nampak 
bahwa badan ini seperti macan yang kehilangan giginya, dikarenakan tidak diaturnya 
kewenangan untuk melakukan fact-finding mission atau country visit, sebagai bagian 
dari fungsi monitoring yang memungkinkan badan ini dapat melihat langsung ke wilayah 
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yang bersangkutan, di mana pelanggaran HAM mungkin terjadi. 


Ketentuan Pasal 4.10 hanya mengatur mengenai ketentuan bahwa AICHR bisa 
memperoleh informasi dari negara-negara ASEAN tentang upaya perlindungan dan 
promosi HAM. Kemudian Pasal 4.12 juga mencantumkan tentang persiapan studi 
berdasarkan isu tematik, namun hal ini juga tidak memberikan jaminan karena studi 
yang dimaksud hanya mengacu pada studi literatur tanpa melakukan studi lapangan. 
Ketentuan ini akan mempersulit kerja AICHR untuk menmvertfikasi laporan atau informasi 
yang diberikan oleh negara angota, yang mungkin justru menjadi pelaku dari suatu 
tindakan pelanggaran hak asasi manusia. 


Dengan kewenangan yang demikian, bila kita bandingan dengan wewenang 
yang dimiliki oleh Badan HAM PBB, tentu terlihat sekali ketimpangannya. Badan 
HAM PBB memiliki dua prosedur sekaligus yang menjadi kewenangan mereka dalam 
mendapatkan informasi seperti: (i) adanya prosedur peneriman komplain dari individu, 
yang memberikan kesempatan kepada individu-individu maupun organisasi untuk 
memberikan laporan, secara langsung, tentang pelanggaran HAM yang terjadi tanpa 
harus melalui institusi negara, dan (ii) adanya prosedur khusus yang juga menjadi 
kewenangan Badan HAM PBB untuk menunjuk individu atau kelompok kerja guna 
menjadi pelapor khusus dan melakukan monitoring, pemeriksaan, dan pelaporan secara 
publik tentang situasi perlindungan HAM di negara tertentu, walaupun proses ini juga 
harus diawali dengan persetujuan negara yang bersangkutan. 


Aspek lain yang menurutnya membatasi kewenangan dan fungsi dari AICHR dalam 
hal promosi dan perlindungan HAM yaitu dengan tidak diaturnya mekanisme sanksi 
secara tegas, atas pelanggaran HAM yang terjadi. Pasal 2.4 dalam TOR hanya mengatur 
mengenai prinsip untuk “mengupayakan suatu pendekatan yang konstruktif dan non- 
konfrontatif serta kerja sama untuk meningkatkan pemajuan dan perlindungan HAM”. 
Dengan tidak adanya pengaturan lebih lanjut mengenai definisi pendekatan konstruktif 
dan non-konfrontatif ini menghilangkan kemungkinan untuk diberlakukannya sanksi 
bilamana terjadi pelanggaran HAM. 


Idealnya, sebagai organisasi regional, ASEAN seharusnya memiliki suatu otoritas 
untuk memberikan sanksi pada negara anggotanya, apabila pemerintah yang 
bersangkutan masih melakukan pelanggaran HAM. Opsi untuk mempertimbangkan 
negara tersebut sebagai anggota ASEAN juga harus dimasukkan karena mereka sudah 
meratifikasi Piagam ASEAN yang mengatur soal perlindungan dan promosi terhadap 
HAM. Apabila negara anggota ASEAN tidak mematuhi aturan-aturan dalam piagam, 
maka keberadaan suatu negara dalam lingkup ASEAN, menjadi tidak relevan. Tanpa 
adanya sanksi yang diberikan kepada negara anggota yang melakukan pelanggaran 
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HAM, menurut kelompok masyarakat sipil, menjadikan badan HAM ASEAN tidak 
mempunyai kekuatan untuk menjamin upaya perlindungan dan promosi HAM secara 
efektif. 


c. Komposisi dan independensi dari anggota AICHR 


Kaitannya dengan komposisi dari anggota AICHR kritik bermula dari ketentuan 
yang diatur pada Pasal 5.1 ToR, yang menyebutkan bahwa “Badan HAM ASEAN 
beranggotakan negara-negara ASEAN”. Selanjutnya dalam Pasal 5.2 diatur bahwa 
“Tiap negara anggota ASEAN harus mengangkat seorang wakil untuk Badan HAM 
ASEAN yang akuntabel pada pemerintah yang mengangkatnya” .Bentuk keanggotaan 
AICHRyang angotanya mewakili pemerintah dengan 10 negara dan 10 komisioner, 
sesungguhnya merupakan preseden yang tidak lazim dalam mekanisme HAM regional. 


Akibatnya beberapa negara anggota ASEAN cenderung menunjuk pejabat negara 
atau mantan pejabat negara yang dianggap pro-pemerintah. Situasi ini jelas tak- 
menguntungkan secara kelembagaan bagi AICHR, karena anggota-anggotanya justru 
condong untuk bersifat tidak netral serta independen. Mereka cenderung menjadi 
corong pemerintah. Menurut Lina Alexandra (Peneliti CSIS), ketentuan dalam dua ayat di 
atas juga sekaligus menjelaskan bahwa pertanggungjawaban dari anggota komisioner 
hanya kepada pemerintah yang menunjuknya dan tidak serta merta bertanggung jawab 
kepada lembaga ASEAN, terlebih lagi terhadap rakyat di seluruh negara anggota 
ASEAN. Ketentuan ini, menurutnya, akan menimbulkan keraguan tentang kompetensi 
dan independensi dari para komisioner dalam melaporkan hal-hal yang sudah ditentukan 
oleh pemerintahnya sekalipun para komisioner tersebut berusaha untuk bersikap objektif 
dan imparsial dalam menyikapi praktek pelanggaran HAM yang terjadi. 


Kaitannya dengan independensi, ketentuan Pasal 5.4 ToR AICHR mengatur 
bahwa dalam proses pengangkatan wakil untuk AICHR, maka negara-negara anggota 
diharuskan berkonsultasi, apabila dibutuhkan, dengan para pemangku kepentingan 
yang tepat dalam hal pengangakatan wakilnya. Klausal “apabila dibutuhkan” di 
sini justru dijadikan dasar bagi negara-negara anggota untuk tidak menggunakan 
mekanisme konsultasi. Dari 10 negara anggota ASEAN, hanya Indonesia dan Thailand 
yang melakukan proses konsultasi dalam mengangkat wakilnya. 


SAPA TFAHR mengkritisi khususnya pada pengaturan lanjutan di Pasal 5.6 ToR 
yang mengatur tentang masa jabatan, bahwa “Pemerintah yang mengangkat dapat 
memutuskan, atas pertimbangannya sendiri, untuk mengganti wakilnya”. Ketentuan ini 
dinilai mengandung ketidakpastian tentang masa jabatan, karena dapat diganti sewaktu- 
waktu, dapat mengurangi independensi komisioner terhadap pemerintahnya, dan hal 
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ini akan menjadi halangan bagi upaya perlindungan dan promosi HAM.$8 Lemahnya 
independensi AICHR jugaterkait dengan dasar pembentukannya yang hanya didasarkan 
pada ToR dan tidak seperti Badan HAM regional lainnya yang dibentuk berdasarkan 
konvensi HAM. 


Selain itu, proses pemilihan perwakilan AICHR oleh masing-masing negara anggota 
ASEAN juga berbeda-beda, ada yang melalui penunjukan langsung oleh pemerintah 
negaranya, ada pula yang menggunakan proses seleksi secara terbuka. Proses 
penunjukan langsung perwakilan AICHR oleh pemerintah mengandung beberapa 
kelemahan, seperti adanya pengaruh terhadap efektifitas dan independensi AICHR itu 
sendiri. Perwakilan AICHR seharusnya dipilih melalui proses pemilihan yang transparan 
dan akuntabel dengan mempertimbangkan kompetensi dan rekam jejak pengalaman 
dibidang HAM individu yang menjadi kandidat. 


d. Konsensus: prosedur pengambil keputusan 


Aspek penting yang kemudian bertalian erat dengan komposisi AICHR adalah 
tentang prosedur pengambilan keputusan. Pasal 6.1 ToR mengatur mengenai proses 
pengambilan keputusan di dalam AICHRyang didasarkan pada konsultasi dan konsensus 
sesuai dengan Pasal 20 Piagam ASEAN. SAPA TFAHR menyayangkan ketentuan ini, 
oleh karena dengan karakteristik negara-negara ASEAN dan juga prosedur penunjukan 
komisioner yang bertanggungjawab kepada negara, maka prosedur pengambilan 
keputusan secara konsensus akan menghambat efektifitas dan efesiensi dari kinerja 
AICHR. SAPA TFAHR merekomendasikan untuk setidaknya diupayakan prosedur 
pengambilan keputusan dengan cara konsensus tetapi bisa juga beralih ke mekanisme 
suara terbanyak apabila konsensus sulit dicapai. 


Akibat metode pengambilan keputusan yang demikian, setiap negara dapat menolak 
kritik yang ditujukan kepada negaranya, sehingga mengakibatkan buntunya (deadlock) 
atau pengadopsian posisi yang lemah atas isu HAM. Lebih jauh, metode ini bisa menjadi 
penyebab utama dari keterlambatan kinerja AICHR,karena negara-negara anggota 
ASEAN yang selama ini masih enggan untuk menerapkan prinsip-prinsip HAM secara 
konsisten bisa menggunakan hak veto mereka dalam setiap pengambilan keputusan. 


e. Dukungan fasilitas dan infrastruktur 
Dalam praktiknya, secara teknis kelembagaan kinerja AICHR masih mendapatkan 
kendala khususnya dalam hal dukungan fasilitas dan infrastruktur seperti halnya skretariat 


dan juga anggaran. Situasi ini salah satunya muncul sebagai akibat dari anggapan 
bahwa anggota AICHR adalah wakil dari Kementerian Luar Negeri. Mengapa? Karena 
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pembentukannya ditandatangani Menteri Luar Negeri dengan anggaran Kementerian 
luar Negeri, dan sekretariat yang masih menumpang di sekretariat ASEAN. Secara 
birokrasi kenegaraan, kegiatan badan ini dianggap sebagai bagian dari pengembangan 
dan perlindungan HAM Kementerian Luar Negeri. 


Akibat situasi ini,kegiatan AICHR untuk pengembangan dan perlindungan hak 
asasi manusia menjadi sangat terbatas. Kegiatannya dirumuskan oleh anggota AICHR 
dengan pendanaan yang bergantung kepada negara anggota. Kegiatan apa dan 
berapa dana yang dibutuhkan, akan ditanggung bersama oleh semua negara ASEAN. 
Dengan demikian komunikasi dilakukan khusus kepada Kementerian Luar Negeri bukan 
dengan Sekjen ASEAN yang hanya secara umum membantu realisasi tugas AICHR ini. 


Tabel 8: Permasalahan dalam ToR AICHR 


No. Permasalahan 
Paradigmatik Normatif Kelembagaan 
1 Inkonsistensi tujuan dari ' Kesenjangan antara das Peran dan sifat AICHR 
badan HAM ASEAN sollen dan das sein (teori 
dengan praktik) 
2 Ganjalan dari prinsip- Kekaburan norma dan Mandat dan fungsi AICHR 
prinsip ASEAN mekanisme hukum 
3 Perbedaan pemahaman — Potensi terjadinya tumpang Komposisi dan independensi dari 
konteks perlindungan tindih dan konflik hukum anggota AICHR 


dan promosi HAM 


4 : - Prosedur pengambilan keputusan 
secara konsensus 


5 - - Dukungan fasilitas dan infrastruktur 


B. Usulan penguatan ToR AICHR 


Merujuk pada periodesasi sebagaimana ditetapkan di dalam ToR, tahun 2014 
menjadiperiode untuk memberikan rekomendasi bagi kinerja AICHR, termasuk juga 
kemungkinkan dilakukanya perubahan terhadap ToR AICHR. Kendati demikian, 
kebutuhan bahwa ToR ini akan diubah atau tidak, sangat bergantung pada keputusan 
pertemuan menteri-menteri luar negeri ASEAN yang akan dilakukan pada bulan Agustus 
tahun 2014. Maka dari itu penting untuk memberikan beberapa catatan terhadap ToR 
AICHR ini guna memperbaiki kerja-keja AICHR dalam pemajuan dan perlindungan HAM 
di kawasan pada masa yang akan datang. Secara garis besar usulan untuk penguatan 
ToR AICHR dapat dipilah ke dalam dua kelompok: bersifat substantif, terkait dengan 
kewenangan, dan usulan yang terkait dengan penguatan kelembagaan. 
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1. Penguatan kewenangan 


Dalam konteks penguatan substantif, hal utama yang paling mendapat sorotan 
adalah pentingnya penguatan fungsi perlindungan (protection). Tiadanya fungsi 
perlindungan yang dimiliki AICHR menjadikan lembaga ini seperti ada dan tiada, dalam 
peranannya bagi perlindungan HAM di kawasan. Padahal, mengacu pada ketentuan 
Pasal 14 Piagam ASEAN telah diatur perihal fungsi perlindungan yang harus dilakukan 
oleh AICHR. Namun di dalam ToRAICHR justru dari 14 mandat dan fungsi yang diberikan 
kepada AICHR, tidak satupun pasal yang mengatur tentang fungsi perlindungan yang 
dimandatkan bagi AICHR. Hal ini tentu bertolak belakang dengan tujuan pembentukan 
AICHR itu sendiri. 


Fungsi perlindungan sangatlah penting bagi AICHR, karena tanpa fungsi 
perlindungan maka AICHR hanya akan menjadi badan hampa dan tidak bermanfaat 
apapun bagi penegakan HAM di kawasan ASEAN. Fungsi perlindungan bagi AICHR 
akan memaksa negara-negara ASEAN untuk patuh terhadap standar HAM yang telah 
mereka sepakati di ASEAN. Pelanggaran HAM yang terjadi dikawasan ASEAN nantinya, 
jikapun lolos dari mekanisme nasional suatu negara, akan tetap bisa diproses melalui 
mekanisme HAM regional ASEAN. 


Penguatan fungsi perlindungan bagi AICHR juga dapat mencontoh pada beberapa 
badan HAM di tigkat regional lainnya seperti badan HAM Eropa atau badan HAM Afrika 
misalnya. Meski telah melewati mekanisme nasional namun jika kejahatan tersebut 
tergolong pelangaran HAM yang berat, maka badan HAM ASEAN seharusnya dapat 
bertindak guna memberi keadilan bagi para korban dan memastikan bahwa kejahatan 
serupa tidak akan terulang di kemudian hari. Ketiadaan pengaturan tentang fungsi 
perlindungan bagi AICHR juga merupakan akibat dari diadopsinya “the ASEAN way” 
oleh AICHR. Sangat disayangkan sebuah badan hak asasi manusia tingat regional 
hanya diberi wewenang sebatas melakukan promosi isu-isu hak asasi manusia, dimana 
sepatutnya AICHR dapat bertindak sebagai lembaga independen dengan mandat 
investigatif dan koersif.8Tantangan bagi AICHR kedepan adalah menjadi lembaga 
yang indepeden yang efektif melakukan promosi serta perlindungan hak asasi manusia 
di kawasan dan berkontribusi terhadap terciptanya perdamaian di kawasan dan 
memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan yang berkelanjutan.8? 


Selain penguatan fungsi perlindungan, dalam capain yang minimalis, dalam revisi 
ToR AICHR, beberapa hal penting yang memerlukan penegasan ialah terkait dengan 
perlunya: (i) mereformulasikan peran dan fungsi AICHR sebagaifasilitator dan kolaborator 
dan bukan sebagai subjek atau objek perlindungan HAM, sehingga AICHR memiliki 
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posisi ditengah-tengah antara pemerintah (negara-negara anggota ASEAN) dengan 
warga (masyarakat ASEAN) dalam konstruksi pemangku kewajiban dan pemegang 
hak. Hal ini penting ditegaskan kembali supaya AICHR memiliki kewenangan hukum 
yang tidak menduplikasi kewenangan dari lembaga perlindungan HAM internasional 
bentukan treaty-based organs dan lembaga-lembaga perlindungan HAM nasional suatu 
negara, (ii) meredefinisikan pendekatan konsultasi dan diseminasi perlindungan HAM 
yang memberdayakan individu dan kelompok individu dengan diarahkan dan mulai 
dikembangkan pada tataran proses yang terus-menerus (transformational development), 
bukan menekankan pendekatan transaksional sebagai sebuah proyek tahunan diranah 
advokasi aktif, (iii) mengaplikasikan model konsultasi dan koordinasi berdasarkan bottom 
up system berdasarkan partisipasi dari para pelaku perlindungan HAM dilevel nasional 
berdasarkan rights-based approach sebagai amanat konstitusional yang mengacu pada 
aplikasi prinsip kedaulatan negara sebagai sebuah tanggungjawab untuk melindungi 
HAM bagi setiap individu atau kelompok individu dan mengacu pada asas pelengkap, 
sebagai sebuah pendekatan proaktif yang ditujukan langsung kepada negara untuk 
perbaikan sistem atau mekanisme perlindungan HAM di level nasional: (iv) mendorong 
pembentukan agenda yang menjadi skala prioritas advokasi dan adjudikasi pada level 
pemerintah didalam mekanisme pengambilan keputusan ASEAN berdasarkan pada 
Pasal 20 Piagam ASEAN, (v) penyebarluasaan norma dan mekanisme perlindungan 
HAM tertentu (purposivemassive education and dissemnination) yang harus didasarkan 
pada persamaan dan perbedaan keterkaitan dengan instrumen pokok HAM yang 
ada, dan yang telah diratifikasi oleh anggota ASEAN. Langkah ini perlu ditindaklanjuti 
dengan komunikasi aktif dan berkesinambungan dengan institusi nasional perlindungan 
HAM dan kelompok masyarakat sipil, sehingga dihasilkan sebuah blue print perbaikan 
perlindungan HAM yang disepakati oleh semua pengiat perlindungan HAM di Asia 
Tenggara, dan (vi) terus mengembangkan rasio-rasio atau indikator pelaksanaan 
kebijakan atau program (objectively verified indicators) bagi pelaksanaan perlindungan 
HAM di Asia Tenggara, khususnya oleh AICHR.? 


2. Penguatan kelembagaan 


Pada bagian atas disinggung perihal permasalahan kelembagaan AICHR, 
khususnya yang terkait dengan mekanisme pengisian komisioner AICHR, yang sangat 
berhubungan erat dengan netralitas dan independensi kelembagaan AICHR. Menjawab 
persoalan tersebut, usulan utama yang terkait dengan kelembagaan adalah perlunya 
perbaikan dalam mekanisme pengisian komisioner—perwakilan AICHR. Dalam hal 
ini, akan sangat baik apabila perwakilan AICHR dipilih melalui proses seleksi yang 
melibatkan masyarakat sipil dengan menjaring orang-orang yang memiliki pengalaman 
mumpuni di bidang hak asasi manusia di negara-negara anggota ASEAN. Pada periode 
AICHR pertama, 2009-2012, hanya dua dari sepuluh komisioner AICHR berasal dari 
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masyarakat sipil yang independen, yakni perwakilan AICHR dari Indonesia, Rafendi 
Djamin, dan perwakilan AICHR dari Thailand, Sriprapha Petcharamesree.”'Meski dalam 
proses perkrutannya, hanya perwakilan Indonesia yang merupakan hasil dari proses 
seleksi terbuka yang dilakukan oleh pemerintah. Lebih jauh, tanpa proses pemilihan 
yang demokratis, perwakilan AICHR di masa yang akan datang hanya akan menjadi 
juru bicara pemerintahan negaranya untuk berkeluh-kesah masalah hak asasi manusia 
di negaranya. 


Salain itu, tanpa proses seleksi yang terbuka dan akuntabel, juga akan berdampak 
pada kualitas kerja yang diberikan AICHR bagi masyarakat ASEAN. AICHR bahkan 
saat ini hanya terlihat sebagai badan pelengkap dari ASEAN Ministrial Meeting 
(AMM), karena setiap keputusan yang akan diambil oleh AICHR harus terlebih dahulu 
mendapat persetujuan dari menteri-menteri negera anggota ASEAN. Situasi ini seperti 
menjustifikasi bahwa AICHR secara kelembagaan memang tidak independen.? 
Dukungan kesekretariatan dan finansial yang memadai juga akan menjadi penentu 
keberhasilan AICHR dalam menjalankan mandat dan fungsinya. Oleh karena itu, materi 
kesekretariatan dan anggaran juga musti terumuskan secara jelas di dalam ToR. 


d - | Memperkuat fungsi dan peranan AICHR dalam perlindungan HAM di ASEAN 


ENDNOTES BAB 04 


82 SAPA TFAHR, “Hiding Behind Its Limits: A Perfromance Report on the First Year of 
the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (BADAN HAM ASEAN)”, 
Bangkok: FORUM ASIA, 2010. 

83 Lihat Hidetoshi Hashimoto, The Prospects ... Op.Cit., hal. 86-87. 

84 Wawancara dengan H. Jaka Triyana (Dosen Fak. Hukum UGM Yogyakarta), 6 Mei 
2014. 

85 Lihat H. Jaka Triyana, Perbandingan Hukum Tentang Norma dan Mekanisme Hak 
Asasi Manusia: Suatu Studi Hukum Kritis Tentang Implementasi Badan HAM ASEAN 
Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia, makalah tidak dipublikasikan, 2011. 

86 SAPA TFAHR, “Hiding Behind Its Limits: A Perfromance Report on the First Year of the 
ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights”, Bangkok: FORUM ASIA, 
2010. 

87 Lihat Kanis Dursin, dalam Loc.Cit. 

88 Lihat Michelle Stags Kelsall, “AICHR: Toothless Tiger or Tentative First Step”, dalam 
http://www.eastwestcenter.org/fileadmin/stored/pdfs/api09O.pdf, diakses pada 12 Mei 
2014. 

89 Lihat Kanis Dursin, dalam Loc.Cit. 

90 Wawancara peneliti dengan H. Jaka Triyana (Dosen Fak. Hukum UGM Yogyakarta), 6 
Mei 2014. 

91 Lihat Kanis Dursin, dalam Loc.Cit. 

92 Ibid. 


Usulan-Usulan Penguatan ToR AICHR “4 


Memperkuat fungsi dan peranan AICHR dalam perlindungan HAM di ASEAN 


Sg 


A. Kesimpulan 


Hak asasi manusia telah melalui sebuah perjuangan yang panjang dan 
berliku di kawasan Asia Tenggara, setidaknya dalam lima belas tahun terakhir. 
Periode ini terhitung semenjak tahun 1990, ketika dimulai kerjasama regionalisme 
yang lebih partisipatif dan keterlibatan yang fleksibel di antara anggota ASEAN. 
Tantangan terbesar dalam mendorong penerimaan hak asasi manusia di ASEAN 
adalah mayoritas negara anggotanya (masih) menolak segala bentuk campur 
tangan dalam urusan dalam negeri mereka, dengan alasan kedaulatan. Padahal 
kerjasama pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, membutuhkan 
keterlibatan lintas batas negara. Namun demikian, dorongan yang kuat dari 
organisasi masyarakat sipil, serta keterlibatan sejumlah pejabat di tingkat 
negara, dan transisi demokrasi di beberapa negara kawasan telah mempercepat 
aksesptasi negara-negara ASEAN terhadap hak asasi manusia. Perubahan iklim 
politik ini tercermin dalam Vientiane Action Programme (VAP) pada tahun 2004, 
yang salah satunya menekankan keharusan menegakan hak asasi manusia 
bersamaan dengan demokrasi di Komunitas Keamanan ASEAN, pilar pertama 
dari tiga pilar komunitas ASEAN (keamanan, ekonomi, dan sosial budaya). Di 
dalamnya juga diakui pentingnya perlindungan secara kelembagaan untuk 
hak-hak perempuan, anak-anak, dan pekerja migran. Keseluruhan program 
aksi tersebut kemudian dirumuskan dalam cetak biru komunitas ASEAN untuk 
keamanan, politik, dan sosial budaya. 


Kehadiran AICHR dalam mendorong perluasan wacana perlindungan hak 
asasi manusia di ASEAN menjadi penting di tengah kesadaran perlindungan 
HAM di negara-negara ASEAN yang berada dalam titik kritis.Minimnya kesadaran 
negara-negara anggota ASEAN terhadap perlindungan dan pemenuhan hak asasi 
manusia disebabkan oleh sejumlah faktor, khususnya akibat perbedaan kondisi 
sosial, politik dan ekonomi di masing-masing negara anggota ASEAN. Dampak 
dari perbedaan situasi tersebut, masing-masing negara mempunyai pemahaman 
yang berbeda dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi mereka, termasuk 
dalam perlindungan hak asasinya. Sebagian negara anggota ASEAN bahkan 
masih menganggap isu HAM sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial, politik, 
ekonomi dan keamanan negaranya.“ 


Problem politik lainnya yang menjadi penyebab sulitnya menguatkan 
jaminan perlindungan hak asasi manusia di Asia Tenggara juga diakibatkan oleh 
mayoritas negara-negara ASEAN yang masih menganut sistem kebijakan nasional 
sentralistik. Kondisi ini dapat terlihat dari rendahnya partisipasi publik dalam 
setiap proses pengambilan kebijakan di negara-negara ASEAN, kecuali untuk 


sejumlah kecil negara seperti Indonesia dan Philipina. Bahkan di bebarapa anggota 
ASEAN, peran NGO HAM masih sangat lemah, akibat ruang geraknya yang memang 
dibatasi, dan sebagaian lainnya sampai mengalami pembungkaman. Penangkapan, 
penahanan dan bentuk-bentuk kriminalisasi lainnya acapkali diterima oleh aktivis-aktivis 
organisasi masyarakat sipil di ASEAN yang menyuarakan hak asasi. Tegasnya, aacana 
HAM masih menjadi “pertarungan” pada tingkat nasional negara-negara ASEAN. 
Belum lagi, sebagian negara anggota ASEAN menganggap isu hak asasi manusia 
merupakan isu politik dan bentuk intervensi dunia barat terhadap nilai-nilai dan budaya 
ketimuran yang dianut oleh negara-negara ASEAN, sehingga kian menyulitkan dalam 
pengadopsiannya. 


Di tengah situasi politik yang kurang menguntungkan di atas, lahir sebuah kompromi 
dari negara-negara ASEAN untuk menghadirkan semacam badan HAM regional yang 
memiliki mandat promosi dan perlindungan HAM di kawasan. Sebagai sebuah hasil 
dari kompromi tentu badan ini tidak setangguh badan HAM regional pada umumnya, 
dia lahir dalam keterbatasan. Dari uraian di atas tergambar serangkaian kendala yang 
dihadapi oleh badan ini, baik yang sifatnya paradigmatik, normatif, maupun akuntabilitas 
kelembagaannya. 


Dalam level paradigmatik problem utama yang dihadapi ialah tindakan yang 
sepertinya secara sengaja mengenyampikan prinsip unversalisme hak asasi manusia. Hal 
ini terekam dengan adanya akomodasi terhadap pendekatan partikularistik (relativisme) 
dalam pemajuan dan penghormatan yang disesuaikan dengan konteks kekhasan 
setiap negara anggota ASEAN dengan memperhatikan latar belakangsejarah, budaya 
danagama yang berbeda.“ Pendekatan ini hadir sebagai turunan dari doktrin ASEAN 
Way. Doktrin ini menekankan pada kemerdekaan, kedaulatan, kesejajaran, integritas 
wilayah dan identitas kebangsaan dari seluruh negara-negara anggota ASEAN, tidak 
campurtangan urusan dalam negeri, penghormatan terhadap hak setiap negara anggota 
yang bebas dari intervensi eksternal, subversi, dan paksaan serta penghormatan atas 
perbedaan budaya, bahasa dan agama dari warga ASEAN, dengan memerhatikan 
persamaan nilai dalam semangat perbedaan dalam persatuan. Pendekatan ini telah 
mereduksi prinsip universilitas HAM yang telah menjadi norma hukum internasional: 
Akibatnya, negara-negara anggota ASEAN dapat memberikan pembenaran terhadap 
pelangaran HAM yang terjadi di negaranya berdasarkan argumen bahwa hal tersebut 
adalah kekhususan regional. 


Masalah paradigmatik ini menjadi mengemuka menjadi permasalahan normatif 
ketika diturunka menjadi prinsip-prinsip ASEAN, yang secara tegas menekankan 
berlakunya prinsip non-intervensi. Berlakunya prinsip ini kian menyulitkan bagi ruang 
gerak AICHR untuk bergerak lebih jauh dalam menjalankan fungsi perlindungan 
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HAM bagi setiap individu di kawasan, karena terbentur masalah kedaulatan nasional. 
Perbedaan cara pandang di antara negara-negara anggota ASEAN terhadap isu promosi 
dan perlindungan HAM, juga menjadi persoalan tersendiri. Pemahaman yang berbeda 
tersebut telah mengakibatkan adanya penafisran yang beragam terhadap tugas AICHR 
di antara negara-negara ASEAN, yang juga menyebabkan fungsi-fungsinya ditafsirkan 
secara berbeda. 


Dalam konteks normatif atau pengaturan, persoalan mengemuka dengan munculnya 
pola negatif dengan mencuatnya kecenderungan hubungan hukum yang mengeliminasi 
aspek ketepatan dan kesesuaian hukum perlindungan HAM, yang teridentifikasi dengan: 
(i) timbulnya kesenjangan antara das sollen dan das sein (teori dengan praktek): (ii) 
terjadinya kekosongan hukum (legal lacunae atau leemten in het recht): (ii) kekaburan 
norma hukum atau bias dan deviasi norma hukum (vege normen): (iv) kemungkinan 
tumpang tindihnya aturan hukum (legal overlapping), dan (v) munculnya konflik norma 
hukum (conflict of rules) dalam perlindungan HAM dalam Piagam ASEAN di dalam 
sistem hukum nasional negara-negara anggota ASEAN.S$ 


Sementara permasalahan yang berkaitan dengan kelembagaan, mencuat antara 
lain dalam hal peran dan sifat dari AICHR. Menurut ketentuan ToR, peranan dan sifat 
dari lembaga ini dibatasi sebatas badan konsultasi. Akibatnya lembaga ini tidak mampu 
menjalankan peranan sebagaimana layaknya badan HAM regional. Mandat dan fungsi 
lembaga ini juga sangat terbatas. Meski dikatakan fungsi utama dari AICHR adalah 
melakukan perlindungan dan promosi HAM di wilayah ASEAN, namun lembaga ini tidak 
dilengkapi dengan fungsi perlindungan (protection) yang memadai. Badan ini misalnya 
tidak dilengkapi kewenangan melakukan fact-finding mission atau country visit, sebagai 
bagian dari fungsi monitoring yang memungkinkan badan ini dapat melihat langsung ke 
wilayah yang diduga telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia. 


Masalah kelembagaan lainnya ialah berkaiatan dengan komposisi dan independensi 
dari anggota AICHR. Bentuk keanggotaan AICHR adalah mewakili pemerintah, yang 
sesungguhnya merupakan preseden yang tidak lazim dalam mekanisme HAM regional. 
Akibat model yang seperti ini beberapa negara anggota ASEAN cenderung menunjuk 
pejabat negara atau mantan pejabat negara yang dianggap pro-pemerintah. Situasi 
ini jelas tak-menguntungkan secara kelembagaan bagi AICHR, karena anggota- 
anggotanya justru condong untuk bersifat tidak netral serta independen. Selain itu, 
model perekrutannya juga cenderung tidak transparan dan akuntabel, karena klusul 
konsultasi publik hanya dilakukan jika dibutuhkan. Dengan latar belakang rezim 
pemerintah negara-negara ASEAN yang masih minim komitmen terhadap hak asasi 
manusia, mereka condong memilih melakukan penunjukan langsung anggota AICHR 
yang mewakili negaranya, tanpa mempertimbangkan kompetensi dan rekam jejak 
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pengalaman di bidang HAM individu yang dipilih. 


Masih berhubungan dengan kelembagaan. Model pengambilan keputusan di dalam 
AICHR yang mengharuskan cara-cara konsensus, juga telah mengerdilkan badan ini 
dalam tugas promosi dan perlindungan HAM di ASEAN. Metode pengambilan keputusan 
dengan cara konsensus memungkinkan setiap negara menolak kritik yang ditujukan 
kepadanya. Jika model pengambilan keputusan seperti ini tetap dipertahankan, ke 
depan tentunya akan sangat menghambat kerja-kerja AICHR. Sedangkan problem klasik 
kelembagaan yang dihadapi, adalah terkait dengan minimnya dukungan anggaran dan 
kesekretariatan, yang berakibat pada kurang optimalnya pelaksanaan mandat dan 
fungsi AICHR di kawasan. 


B. Rekomendasi 


Para pemangku kepentingan di ASEAN, khususnya masyarakat sipil tentu sangat 
menaruh harapan besar pada AICHR, bahwa AICHR mampu melaksanakan fungsi-fungsi 
komisi perlindungan HAM seperti halnya komisi-komisi HAM regional lainnya, seperti di 
Eropa, Amerika dan Afrika. Penguatan AICHR dalam promosi dan perlindungan hak 
asasi manusia sesuai dengan standar internasional ini dapat dimulai dengan penetapan 
batas yang sah antara “ASEAN Way” khususnya pada prinsip non-intervensi dan hak 
asasi manusia. AICHR harus membatasi dengan jelas bahwa, ketika terjadi suatu 
peristiwa pelanggaran hak asasi manusia, maka prinsip 'tida campur tangan dalam 
urusan internal" menjadi tidak lagi memiliki kekuatan. Merujuk pada hukum internasional 
publik, negara harus menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tidak 
boleh ada praktik yang bertentangan dengannya.“ 


Harapannya, melalui pelaksanaan kewajiban hak asasi manusia, budaya hak 
asasi manusia dapat perlahan-lahan diintegrasikan ke dalam ASEAN dan masyarakat 
nasional masing-masing. Negara-negara anggota ASEAN memang begitu heterogen, 
termasuk dalam penerimaannya terhadap hak aasasi manusia, ada yang sangat 
terbuka, sebaliknya ada pula yang sangat tertutup. Situasi ini mempersulit pencapaian 
konsensus yang diperlukan untuk keputusan ASEAN, khususnya yang berkorelasi 
dengan hak asasi manusia. Meski begitu, interaksi yang terus-menerus diantara mereka, 
khususnya dalam AICHR, serta adanya saling pertukaran yang menguntungkan dalam 
wadah ASEAN, akan mampu mendorong penerimaan yang lebih luas bagi budaya hak 
asasi manusia. 


Lebih jauh, dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, AICHR harus bisa 
diberdayakan secara lebih optimal dalam peningkatan advokasi perlindungan HAM di 
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ASEAN. Oleh karena itu, dalam kerangka optimalisasi tersebut perlu dilakukan beberapa 
perbaikan dan penguatan, baik di level paradigmatik, kewenangan, maupun infrastruktur 
kelembagaannya. Perbaikan dan penguatan ini dapat dilakukan melalui revisi ToR, 
yang memang dijadwalkan pada periode. Sejalan dengan kebutuhan tersebut kami 
merekomendasikan beberapa hal berikut ini: 


1. Pada level paradigmatik atau prinsipil di dalam ToR AICHR perlu ada 
pengecualian terhadap prinsip “non-interferensi dan konsensus', karena 
dua alasan: (i) akan dengan mudah menurunkan standar hak asasi manusia 
di kawasan, dan (ii) prinsip-prinsip tersebut tidak relevan dan bertentangan 
dengan amanat AICHR untuk melakukan promosi dan perlindungan hak asasi 
manusia di kawasan.” 

2. adanya pembagian peran dan fungsi berdasarkan rasio ketepatan dan 
kesesuaian terhadap pemenuhan hak dan kewajiban hukum yang timbul (legal 
recall and legal precision) dalam konstruksi hukum pemangku kewajiban dan 
pemegang hakbagi AICHR dalam menjalankan mandatnya. 

3. Perlunya penguatan mandat perlindungan atau perluasan dari artikulasi mandat 
perlindungan yang di dalamnya mencakup wewenang untuk melakukan fact 
finding, penyelidikan, penerimaan pengaduan, dan kewenangan perlindungan 
lainnya. 

4. Capaian paling minimal dari perluasan mandat dan kewenangan perlindungan 
ini khusunya agar AICHR mampu mengatasi permasalahan yang berkaitan 
dengan isu-isu tematis yang ada di ASEAN. Selain itu, dalam target yang minimal 
semestinya pembaruan ToR dapat menegaskan beberapa hal berikut ini: 

« Perlunya mereformulasikan peran dan fungsi AICHR sebagai fasilitator 
dan kolaborator, bukan justru sebagai subjek atau objek perlindungan 
HAM, sehingga AICHR memiliki posisi di tengah-tengah antara pemerintah 
(negara-negara ASEAN) dengan masyarakat ASEAN, 

. Pentingnya mendefinisikan kembali pendekatan konsultasi dan diseminasi 
perlindungan HAM yang memberdayakan individu dan kelompok individu, 

« Perlunya mengaplikasikan model konsultasi dan koordinasi berdasarkan 
bottom up system berdasarkan partisipasi dari para pelaku perlindungan 
HAM di level nasional berdasarkan rights-based approach sebagai amanat 
konstitusional yang mengacu pada aplikasi prinsip kedaulatan negara, 

« Pentingnya mendorong pembentukan agenda yang menjadi skala prioritas 
advokasi dan adjudikasi pada level pemerintah di dalam mekanisme 
pengambilan keputusan ASEAN berdasarkan pada Pasal 20 Piagam 
ASEAN, 

« Perlunya penyebarluasaan norma dan mekanisme perlindungan HAM 
tertentu yang didasarkan pada persamaan dan perbedaan keterkaitan 
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dengan instrumen pokok HAM yang ada, dan yang telah diratifikasi oleh 
anggota ASEAN, 

« Secara terus-menerus mengembangkan rasio-rasio atau indikator 
pelaksanaan kebijakan atau program bagi pelaksanaan perlindungan HAM 
di Asia Tenggara, 

.  Perlujuga kejelasan mekanisme konsultasi dan koordinasi dengan lembaga 
HAM nasional dan internasional dalam mengembangkan dan meningkatkan 
advokasi HAM di ASEAN. 


5. Dalam konteks kelembagaan, penting sekali untuk menjadikan AICHR lebih 
mandiri dan independen, tidak sebatas menjadi menjadi badan antar-pemerintah 
yang memiliki mandat bersifat konsultatif. 

6. Model pengambilan keputusan secara konsensus juga perlu dipertimbangkan 
kembali, mengingat jika metode konsensus dipertahankan justru akan 
memperlambat kerja-kerja AICHR dalam perlindungan HAM ke depan. 

7. Dalam hal pemilihan atau rekruitmen perwakilan/komisioner AICHR juga musti 
dilakukan secara terbuka dan akuntabel, dengan melibatkan partisipasi publik 
seluas-luasnya dan betul-betul memerhatikan rekam jejak kandidat. 

8. Terakhir yang harus dilakukan adalah dukungan anggaran dan kesekretariatan, 
karena tanpa dukungan yang optimal dari keduanya, pelaksanaan mandat dan 
fungsi AICHR tidak akan mungkin bisa berjalan maksimal. 
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